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ABSTRAK

Diperlukan upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk
melaksanakan pengembangan pariwisata menggunakan strategi yang sesuai
dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Bulungan. Selain pemerintah,
masyarakat tentunya juga diharapkan aktif berperan dalam pengembangan objek
wisata di Kabupaten Bulungan. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: (1)
untuk menganalisis pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan, dan (2) untuk
mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata
dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini menggunakan pendakatan kualitatif. Melalui pendekatan
kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data
yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan
memo, dan dokumen resmi lainnya. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di
Kabupaten Bulungan, yang kemudian difokuskan pada dinas-dinas yang bertugas
menangani dan mengelola objek wisata. Informan dalam penelitian ini adalah
aparat yang bekerja pada dinas pariwisata dan masyarakat. Teknik analisa data
yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan langkah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulungan sampai dengan saat ini belum memiliki program pengembangan wisata
yang rinci. Pada dasarmnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan
pemasaran dan promosi terhadap objek wista. Akan tetapi, belum ada regulasi
yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata kepada pada saat ini
di Kabupaten Bulungan. Selain itu, belum ada regulasi yang jelas mengenai
retribusi objek wisata sehingga objek wisata belum dapat dimanfaatkan dalam
upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah melakukan
kerjasama dengan masyarakat di sekitar objek wisata. Kerjasama ini dilakukan
dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan di
lingkungan sekitar objek wisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan
sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan terbagi atas faktor pendukung dan juga
faktor pengambat. Faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten
Bulungan antara lain potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata
alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Faktor penghambat
pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain keterbatasan
anggaran dan belum adanya investor yang tertarik untuk membangun pariwisasta
Kabupaten Bulungan. pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan
memiliki kelemahan di beberapa faktor.

Kata kunci: pengembangan pariwisata, pendapatan asli daerah, pegelolaan objek
wisata
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ABSTRACT

It requires efforts from the Department of Tourism of Bulungan district to
implement tourism development strategy in accordance with the environmental
conditions in Bulungan District. Besides the government, the community of
course are also expected to play an active role in the development of attractions in
Bulungan District. The goal of this study are: (1) to analyze the development of
the tourism sector done in an effort to increase revenue in Bulungan District, (2)
to determine the factors that influence the development of tourism sector in an
effort to increase revenue in Bulungan District, and (3) to determine the condition
of the infrastructure for the development of attractions in Bulungan.

This study uses a qualitative approach. Through a qualitative approach, the
data collected is not in the form of numbers, but data derived from interviews
manuscripts, field notes, personal documents, memos, and other official
documents. Location of this research is in Bulungan District, which is then
focused on the departments responsible for handling and managing the tourism.
Informants in this study are the apparatus acting on the department of tourism and
the community. Data analysis technique used is descriptive analysis technique
with steps of data reduction, data presentation, and conclusion.

The results show that the Tourism Office of Bulungan District until now
has not had a detailled program of tourism development. There are no clear
regulations governing the management of the tourism to at this point in Bulungan
District. In addition, there are no clear regulations regarding the retribution of
tourism that the tourism cannot be utilized in an effort to increase revenue of
Bulungan District. The Government has been working with communities around
the tourism site. This cooperation is carried out with the involvement of the
community in maintaining cleanliness and safety in the environment surrounding
the tourism sites. Factors aftecting the development of tourism sector in Bulungan
District 1s divided over supporting factors and also inhibitor factors . Factors
supporting the development of tourism in Bulungan District, among others
tourism potential in Bulungan District, both in terms of natural tourism, historical
tours, rafting tours, marine tours. Factors inhibiting the development of tourism in
Bulungan District, among others, budget constraints and lack of investors
interested in establishing tourism of Bulungan district. the development of tourism
sector in Bulungan district has weaknesses in some factor. Conditions for the
development of tourism infrastructure in Bulungan still inadequate. There are
some facilities that are built on the attraction now.

Key words: development of tourism, local revenue, management of tourism
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Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah Swapraja. Berdasarkan
SK Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950 yang disahkan
menjadi Undang-undang Darurat Rl Nomor 3 Tahun 1953, pada tahun
1955 Kabupaten Bulungan kemudian disahkan menjadi Daerah Istimewa
Bulungan. Kepala Daerah pada masa tersebut disahkan berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2955. Pada saat itu juga terbentuk
Dewan perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, pada tahun 1959 Status Daerah Istimewa dirubah
menjadi Daerah Tingkat Il Bulungan. Hal ini ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor 27 Tahun 1959. Tanggal 12 Oktober 1960 dilakukan
pelantikan bupati Kelapa Daerah Tingkat II Bulungan yang pertama, yaitu
Andi Tjatjo. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota
Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.

Pada bulan Desember tahun 1997, status Kota Administratif
Tarakan ditingkatkan menjadi Kotamadya tarakan berdasarkan Undang-
undang Nomor 29 Tahun 1997. Hal ini dilakukan sejalan dengan
pemekaran daerah Tk. Il Bulungan menjadi 3 daerah otonom, yaitu
Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang masing-masing
membawahi 5 Kecamatan. Hal ini ditetapkan berdasarkan Undang-undang
Nomor 47 Tahun 1999.

Pada tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur Kabupaten Daerah
Tingkat 1I Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan dengan Titelatur

Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Bulungan menjadi Bupati Bulungan. Hal
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ini dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juni
2005 Kabupaten Bulungan pertama kali melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Kepala Daerah periode
ke-12 tahun 2005-2010. Pilkada di kabupaten Bulungan didasarkan pada
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2005. Kemudian, pada tahun 2007, berdasarkan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Tidung,
maka wilaya Kabulaten Bulungan berkurang menjadi 10 Kecamatan.

Kabupaten Bulungan sebelumnya merupakan wilayah Provinsi
Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan
menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.
Pada tahun 2012, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten
Tana Tidung memisahkan dinn dann Kalimantan Timur dan menjadi
wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.

3. Profil Dinas Pariwisata kabupaten Bulungan

Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bulungan
merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kebudayaan
dan Pariwisata. Dalam pelaksanaan tugas di pimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda
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dan olah raga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan- Pemerintahan Daerah
dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga dalam melaksanakan fungsi berikut.

a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b . perencanaan, pembinaan dan pengendahian kebijakan teknis dibidang
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang kebudayaan;

d . perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang pariwisata;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang pemuda;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang olah raga;

g . penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
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h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

1. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;

k . pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan
Vist dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan adalah
sebagai berikut.
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Daerah Tujuan Wisata
Alam, Budaya dan Sejarah di Kalimantan Utara™.
Arti dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Wisata Alam berarti: menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai temat
atau destinasi wisata yang layak kunjun dan memiliki daya tarik serta
fasiltas pariwisata yang dapat diandalkan.

b. Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Daerah Tujuan Wisata
Budaya berati Kabupaten Bulungan kaya akan wisata budaya yang nik
dengan 3 suku besar (Dayak, Bulungan, dan Tidung) serta omamen,
ukiran yang berbeda dengan kabupaten lain di Kalimantan Timur.

c. Wisata Sejarah berarti bahwa Kabupaten Bulungan memiliki

Kerajaan Bulungan namun pada tahun 1964 dibakar oleh oknum yang
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tidak bertanggung jawab. Sejarah dibuktikan melalui duplikat museum
yang menyimpan benda-benda peninggalan Sultan Bulugan, Mesjid
Tua Kasimuddin dan Makam-makam Sultan Bulungan.

d. Kallimantan Timur berarti: suatu keinginan agar wisata budaya dan
alam di Kabupaten Bulungan menjadi ikon untuk mendukung Visit
East Borneo. Dalam hal 11, visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan
disusun disusun pada saat Kabupaten Bulungan masih tergabung di
Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mencapat visi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten

Bulungan menjalankan misi berikut ini.

a . Meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan anministrasi kantor

b . Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata

¢ . Meningkatkan potensi objek wisata unggulan di Kabupaten Bulungan

d . Meningkatkan promosi wisata alam, budaya dan sejarah

e . Meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah

t. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak swasta dalam rangka

pembangunan daerah di bidang kepariwisataan

5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

Desa struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

adalah sebagai berikut.
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1) Seksi Usaha Kepariwisataan;
2) Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisataan.
e . Bidang Pemuda, membawahkan :
1) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
2) Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda.
t. Bidang Olah Raga, membawahkan :
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga;
2) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga.
g . Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h . Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas
Pariwisaya Kabupaten Bulungan diuraikan sebagaimana berikut.
a. Bidang Kebudayaan
1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf
¢, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis bidangkebudayaan melaksanakan pembinaan,
pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, pengkajian, fasilitasi
dan koordinasi pelaksanaan kebudayaan meliputi cagar budaya dan
musium serta kesenian
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Kebudayaan menyelenggarkan fungsi:
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a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang
kebudayaan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

b) Pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan,
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan cagar budaya
dan musium serta kesenian;

¢) Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya
kebudayaan;

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

b. Bidang Kepariwisataan
1) Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
huruf d,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan teknis bidangkepariwisataan. melaksanakan
pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi,
pengkajian dan koordinasi pelaksanaan kepariwisataan meliputi
usaha kepariwisataan serta obyek wisata dan promosi

kepariwisataan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:
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a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang
kepariwisataan sesual dengan rencana strategi yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;

b) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan,
pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
usaha  kepariwisataan, obyek  wisata dan  promosi
kepariwisataan;

¢) Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya
kepariwisataan dan obyek wisata;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya;

¢. Bidang Pemuda

1) Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf e,
mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis bidangpemuda melaksanakan pembinaan,
pengembangan,  pengawasan, fasilitasi  dan  koordinasi
pelaksanaan  kepemudaan meliputi  pembinaan organisasi
kepemudaan dan pemberdayaan potensi pemuda

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang Pemuda menyalenggarakan fungsi:
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a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda
sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

b) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan
koordinasi penyelenggaraan kegiatan organisasi kepemudaan
dan pemberdayaan potensi pemuda;

c) Penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan ilmu,
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa
(IMTAQ) pemuda;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya;

d. Bidang Olah Raga

1) Bidang Olah Ragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf
f,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis bidangkeolahragaan, melaksanakan pembinaan,
pengembangan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan
keolahragaan meliputi pembinaan dan pengembangan olah raga
serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
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a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang olah raga
sesual dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

b) Pembinaan, pengembangan, fasilitasi, kerjasama dan koordinasi
penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah
raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga;

¢) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

B. Hasil

Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan. Pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari hasil wawancara
antara peneliti dengan informan penelitian yang terdin dari aparat pemerintah
pada Dinas Pariwisata, pihak swasta, dan masyarakat. Kabupaten Bulungan
pada dasarnya memiliki banyak objek wisata yang berpotensi untuk
memajukan pariwisata di kabupaten Bulungan. Berikut uraian terkait dengan
hasil penelitian ini.
1. Pengembangan Sektor Pariwisata yang Dilakukan dalam Upaya

Meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya

peningkatan PAD dapat diketahui dan hasil wawancara penelitian. Terkait

dengan upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek
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wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan
dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwista Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
sebagaimana kutipan berikut.

“Setiap tahun kita memprogramkan adanya kegiatan penataan

di beberapa objek wisata andalan Kabupaten Bulungan. Dengan

kegiatan tersebut, diharapkan adanya perbaikan fasilitas objek

wisata sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya”

(WKD, 2015).

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun ada
penyusunan program dan kegiatan penataan pada beberapa objek wisata
yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Kegiatan tersebut merupakan salah
satu upaya yang dilakukan agar ada peningkatan dalam fasilitas yang
terdaat di objek wisata. Apabila fasilitas berada dalam kondisi baik, maka
jumlah pengunjung pariwisata akan meningkat, sehingga pada akhimya
meningkatkan PAD. Namun demikian, terkait dengan upaya peningkatan
PAD melalui pngembangan sektor pariwsiata, Kasubag Perencanaan dan
Keuangan Dinas Pariwista Kebudayaan Pemuda dan Olahréga Kabuaten
Bulungan memberikan penjelasan sebagaimana berikut.

“Sampai saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olah Raga Kabupaten Bulungan bisa memungut retribusi

(WKP, 2015)™.

Melalui  wawancara yang dilaksanakan peneliti, Kasubag
Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwista Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabuaten Bulungan memberikan penjelasan bahwa sampai saat

ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Bulungan belum bisa melakukan pemungutan retribusi. Hal ini disebabkan
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belum ada regulasi yang mengatur tentang pemungutan retribusi tempat
wisata. Pada saat ini, Perda yang berkaitn dengan regulasi retribusi masih
berada pada tahap persiapan. Dalam pelaksanaan pengembangan objek
wisata, pihak pemerintah telah melakukan perencanaan sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat diketahui
dari kutipan berikut.

“Tentu kita membuatkan master plan perencanaan, penataan,

dan pengembangann objek wisata agar pembangunan dan

pengembangan objek wisata dapat terarah, fokus, dan
terintegrasi dengan kegiatan sektor lainnya di sekitar lokasi

objek wisata (WKD, 2015)".

Kabid Kepariwisataan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Bulungan mengungkapkan fakta yang sama terkait
perencanaan sebagaimana kutipan berikut.

“Ya, tentu saja tahun 2014 telah dibuat master plan air terjun

KM 18 dan di tahun 2015 melaksanakan pembuatan DED, di

tahun 2016 direncanakan pengangunan fisik dengan sarana

yang terintegrasi (WKK, 2015)™.

Berdasarkan kutipan sebelumnya dapat dikatakan bahwa
perencanaan dalam pengembangan objek wisata dapat dikatakan cukup
baik. Hal im1 dapat dihhat dari adanya dokumen perencanaan yang
memadai dalam pengembangan objek wisata. Dalam pengembangan
pariwsiata yang diaksanakan di Kabupaten Bulungan, Dinas Pariwisata
menyusun master plan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan

penataan, dan pengembangann objek wisata. Master plan yang disusun

juga diharapkan dapat memberi arah kepada program pengembangan yang
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dilaksanakan sehinga pengembangan pariwisata berjalan lebih fokus dan
terarah, yang pada harapannya kaan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah telah melakukan upaya yang matang dalam menyusun
perencanaan bagi pengembangan objek wisata. Adapun cara melakukan
perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dijelaskan sebagaimana kutipan
wawancara berikut.

“Mensinergikan perencanaan antara pihak eksekutif, legislatif,

dalam hal pembiayaan kegiatan, dengan pihak ketiga dalam hal

int para kontraktor. Juga kita jalin komunikasi dan kita

tawarkan potensi wisata yang kita miliki dengan harapan

investor akan berinvestasi di bidang paniwisata Kabupaten

Bulungan (WKD. 2015)™.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perencanaan disusun dengan
melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak eksekutif, legislatif, dan para
kontraktor sebagai pihak ketiga. Pengembangan pariwisata juga dilakukan
oleh Dinas Pariwisata dengan menjalin hubungan baik terhadap investor.
Hal ini dilakukan dengan harapan investor akan tertarik untuk berinvestasi
di bidang pariwisata Kabupaten Bulungan. Kegiatan lain yang dilakukan
dalam perencanaan pengembangan pariwisata adalah studi kelayakan dan
studi banding sebagaimana ungkapan Kabid Kepariwisataan Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan
berikut.

“Caranya dengan melakukan studi kelayakan objek wisata yang

berpotensi dan melakukan studi banding di Kota Jogja (WKK,
2015).
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Sampai dengan taha perencanaan, pengembangan pariwisata di
Kabpaten Bulungan dilaksanakan dengan cukup baik. Akan tetapi,
kelemahan dari pengembangan ini terjadi karena tidak adanya regulasi
yang jelas terkait secara langsung dengan pengembangan pariwisata.
Fenomena ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana
ktupan wawancara berikut.

“Belum ada regulasinya karena kita belum melihat geliat wisata

di Kabupaten Bulungan. Setelah terbentuknya Kaltara ini dan

Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor sebagai ibukotanya bisa

saja kedepannya Tanjung Selor merupakan jalur pariwisata

yang punya potensi kedepan (WKD, 2015)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan
saat ini belum ada regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur
pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Tanpa adanya regulasi tentunya
tidak ada program yang dapat dijalankan secara efektif guna
mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Bulungan.
Pengembangan yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini adalah
program dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan saja. Namun
demikian, Kabid Kepariwisataan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Bulungan memberikan pernyataan yang sedikit
berbeda sebagaimana kutipan berikut.

“Melalui Bappeda telah membuat regulasi berupa rencana induk

pembangunan pariwisata daerah (Riparda) yang berlaku tahun
2015 sampai 2030 (WKK, 2015)”.
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Dalam  melaksanakan  pengembangan yang selama ini
diprogramkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan, dinas tersebut
telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar objek wisata. Hal
ini dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut.

“Tentu, ada setiap tahun ada program dan kegiatan yang

dilakukan baik pelaksanaan even-even wisata daerah, promosi

wisata daerah ke mancanegara, ke tingkat nasional, dan

sosialisasi ke masyarakat di sekitar objek wisata (WKD, 2015)”.

Lebih lanjut terkait dengan sosialisasi pengembagan objek wisata
dapat diketahui dari kutipan berkut.

“Melalui pelaksanaan even-even wisata daerah, melakukan

pemilithan duta wisata daerah, promosi ke media massa,

elektronik, dan brosur-brosur yang ada (WKD, 2015)".

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa pada dasamya
sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Panwisata
di Kabupaten Bulungan sudah terlaksana dengan cukup baik. Sosialisasi
program pengembangan wisata dan objek wisata di Kabupaten Bulungan
dilakukan melalui pelaksanaan even-even wisata daerah dan juga promosi
wisata. Promosi wisata sendiri merupakkan bentuk pemasaran terhadap
pariwisata di Kabupaten Bulungan. Terkait dengan pemasaran terhadap
objek wisata di Kabupaten Bulungan, berikut pendapat Kepala Dinas
Pariwisata.

“lya, di struktur kita ada satu seksi yang membidangi masalah

promosi dan penyuluhan wisata. Seksi inilah yang bekerja

melaksanakan tupoksinya untuk melakukan promosi wisata

dalam rangka melakukan pemasaran pariwisata baik secara
nasional maupun manca negara (WKD, 2015)”.
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Di Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan ada bagian tersendiri
yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap promosi wisata di
Kabupaten Bulungan. Promosi terhadap pariwisaa di Kabupaten Bulungan
telah dilakukan baik secara nasional hingga manca negara. Upaya promosi
wisata dinilai cukup memberikan hasil. Dengan adanya promosi wisata,
tentunya lebih banyak mayarakat yang mengetahui tentang potensi
pariwisata di Kabupaten Bulungan. Hal im diungkapkan Kepala Dinas
Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagaimana kutipan wawanara berikut.

“Tentu ada hasilnya, karena dari sisi promosi, objek dan potensi

wisata banyak masyarakat yang beum tau akhirnya menjadi tau

terhadap potensi wwisata yang ada di Kabupaten Bulungan

(WKD, 2015)".

Sampai dengan saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan
telah melaksanakan beberapa program pengembangan objek wisata.
Namun demikian, pengembangan yang dilaksanakan masih bersifat parsial
karena tidak fokus pada salah satu objek wisata saja. Berikut ungkapan
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan terkait pengembangan
tersebut.

“Pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya,

pengembangan objek wisata tidak fokus pada salah satu objek

saja karena belum ada objek wisata yang dikelola secara
profesional. Kedepan akan dilakukan secara profesional dengan

melibatkan pihak ketiga untuk mengelola objek wisata secara
profesional (WKD, 2015)”.

Adapun regulasi yang baru-baru ini disahkan terkait dengan

pelaksanaan pengembangan sektor wisata adalah Perda Nomor 07 Tahun
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2014 tentang TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Hal ini dapat
dietahui dari kutipan berikut.

“Regulasi melalui Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang TDUP

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata), terdapat 13 usaha pariwisata

antara lain ijin usaha kawasan pariwisata dan ijin usah daya

tarik wisata (WKK, 2015).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini
belum ada program pengembangan yang berjalan terstruktur dan sistematis
untuk mencapai tujuan berupa adanya objek wisata yang dikelola secara
profesional. Tanpa adanya pengelolaan objek paniwisata yang
dilaksanakan secara profesional tentunya tidak ada pula kontribusi yang
terukur dan berarti dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten
Bulungan. Adapn program yag telah dilaksanakan dalam pengembanga
pariwisata adalah program penataan dan pengembangan obek wisata yang
ada di seksi objek dan sarana wisata.

Pada dasarnya, dalam pengembangan objek wisata tentunya ada
beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaannya. Faktor-faktor
terebut antara lain sarana dan prasarana, pihak yang terlibat, anggaran, dan
kerjasama antar dinas terkait. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
pengembangan objeks wisata yang satu dengan objek wisata yang lainnya
tentu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objek wisata itu
sendiri. Beriut pendapat Kepala Dinas Pariwisata sehubungan dengan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengemangan objek wisata.

“Karena masing-masing objek wisata berbeda karakteristiknya,

maka tentu berbeda juga sarana dan prasarana yanng
dibutuhkan masing-masing objek wisata (WKD, 2015)".
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Pendapat di atas dapat dibenarkan mengingat bahwa karateristik
setiap objek wisata berbeda-beda. Adapun pihak yang terkait dalam
pegembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari
kutipan wawancara berikut.

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembagan objek wisata

adalah, pertama bupati dan perangkat teknis di eksekutif, kedua

ketua. DPRD dan perangkat komisi yang membidangi
pariwisata, pihak ketiga yang dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan proyek pengembangan objek wisata (WKD, 2015)”.

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang
terlibat dalam pengembanga pariwisata antara lain perangkat esksekutif,
legisatif dan juga pihak swasta yang melaksanakan kegiatan-kegiatan
proyek pengembangan objek wisata. Untuk melaksanakan pengembangan
pariwsiata juga sangat dibutuhkan anggaran yang cukup. Kecukupan
anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengeembangan
pariwsisata dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Anggaran yang diberikan tentu tidak mencukupi untuk

mengembangkan objek wisata karena banyaknya objek wisata

yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki dan dibenahi.

Inilah yang menjadi tantangan dalam memperbaiki sistem

penataan dan pengembangan objek wisata (WKD, 2015)".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahur bahwa
anggaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan sektor pariwisata
belum mencukupi. Apabla dibandingkan dengan banyaknya potensi dan
objek wisata yang terdapat di Kabupaten ulungan, maka anggaran yang

dialokasikan bagi pengembangan objek wisata masih sangat kurang. Naun

demikian, masih ada faktor pendukung lain bagi pengembangan pariwisat
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di Kabupaten Bulungan, yaitu kerjasama antar dinas terkait. Melalui
wawancara yang dilaksanakan epenliti, Kepala Dinas Pariwista Kabupaten
Bulungan menyampaikan bawha kerjasama yang terjain antar Dinas sudah
sangat baik sekai. Selurh dinas terkait telah bersinergi untuk melaksanakan
tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan program pengembangan
pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat
menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan sektor pariwisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Hal im
dapat diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten
Bulungan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan masyarakat.

“Setuju, asalkan dalam pengembangan pariwisata degan
pemanfaatan lahan tesebut tidak menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Dengan artikata, penggantian lahan masyarakat
juga sesual bila pengembangan dilakukan pada lahan yang
dimiliki oleh masyarakat (WM1, 2014)".

Masyarkat lainnya menyatakan hal yang sama sebagaimana
kutipan wawancara berikut.

“Pada prinsipnya, masyarakat setuju dengan adanya upaya
pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan, karena
antara lain dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (WM2,
2014)".

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahuir bahwa masyarakat
merasa setuju terhadap pemanfaatan lahan objek wisata. Masyarakat juga

memahami bahwa objek wisata perlu dimanfaatkan sebaikpbaiknya untuk

meningkatkan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



422$0.paf

pengembangan sektor pariwisata oleh pemerintah dan masyarakat
sekitarnya.

Pemerintah selaku pengambil keputusan dan kebijakan tentunya
telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat sekitar menyetujui
pemanfaatan lahan dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal ini perlu
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan.
Masyarakat menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bulungan telah
melakukan cukup upaya untuk mengajak masyarakat. Berikut hasil kutipan
wawancara dengan masyarakat.

“Pertama, sosialisasi program pengembangan wisata kepada
masyarakat. Kedua, penggantian bagi lahan masyarakat yang
menjadi tempat wisata yang sesuai. Ketiga, memberdayakan
masyarakat setempat berperan aktif dalam mensukseskan
pengembangan wisata di daerahnya (WM1, 2014)™.

Masyarakat lainnya berpendapat bahwa pemerintah perlu
memperhatikan beberapa faktor agar masyarakat bersedia ikut mengelola
objek wisata sebagaimana kutipan berikut.

“Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuktikan
sejak dini bahwa objek wisata tersebut dirasa memberikan
manfaat sekitar, kemudian pengelolaan yang sungguh-sunguh
(WM3, 2014)™.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami upaya yang dilakukan
pemerintah dalam mengajak masyarakat agar masyarakat sekitar
menyetujul pemanfaatan lahan dalam pengembangan sektor pariwisata.
Upaya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bulungan melalui

Dinas Pariwisata. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

mengajak masyarakat sekitarnya khususnya dan masyarakat Bulungan
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umumnya dapat berpartisipasi demi pengembangan dan keamanan obyek
wisata. Partisipasi tersebut akan membuat masyarakat turut terlibat dalam
pengembangan objek wisata. Namun demikian, secara tidak langsung
masyarkaat sudah ikut mengelola objek wisata. Hal ini dapat dipahami dari
kutipan waancara dengan pihak swasta berikut.

“Dibentuknya badan pengelola objek wisata oleh sekelompok

kecil masyarakat atau swasta yang disetujui oleh pemerintah

kecamatan (WSI, 2015)”.

Penunjukan pihak swasta juga dilakukan melalui proses lelang
sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut.

“Penunjukan melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa

melalui Dinas Pariwisata. Bekerja sesuai kontrak di tahun

anggaran yang sesuai tapt tidak mengelola, kegiatan

peningkatan sarana saja (WS2. 2015)”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa
kerjasama dengan pithak swasta hanya dalam pembangunan dan
peningkatan sarana saja, bukan dalam pengelolaan objek wisata. Dalam
pelaksanaan pengembangan objek wisata Gunng Putih, masyarakat tidak
merasa terganggu. Masyarakat justru merasa senang dengan
pengembangan sektor pariwisata tersebut. hal ni dapat diketahui dan
kutipan wawancara berikut.

“Masyarakat secara umum tidak merasa terganggu dengan
adanya pengembangan objek wisata, justru masyarakat
berharap objek-objek wisata dapat digali lagi lebih banyak
karena masyarkat sangat membutuhkan objek wisata sebagai
sarana berlibur yang baik (WM, 2014)™.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasa

terganggu dengan adanya pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat
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mendukung selagi program bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar.
Masyarakat justru merasa senang apabila objek wisata tersebut
dilestarikan. Pelestarian terhadap objek wisata akan turut memberdayakan
ekonomi masyarakat. Kondisi ini juga ditunjukkan masyarakat dengan ikut
berpartisipasi dalam menjaga keamana di objek wisata. Hasil wawancara
dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya
menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Masyarakat menyatakan bahwa

“Masyarakat akan turut serta menjaga keamanan di sekitar

objek wisata jika memang 1tu diperlukan, namun kami berharap

agar di dalam perencanaannya nantu juga pemerintah berpikir

sampal dengan tingkat peran serta masyarakat (WM2, 2014)”.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat
sudah melakukan upaya untuk menjaga keamanan objek wisaya. Pendapat
masyarakat mengenai upaya yang dilakukan masyarakat dapat diketahui
dari kutipan berikut.

“Bentuk peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan

adalah bila pembangunan yang melibatkan partisipasi

masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki objek wisata

(WM2, 2014)".

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasa perlu
melestarikan objek wisata, agar tidak dirusak dan dikotori oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab. Bukti dari adanya partisipasi
masyarakat dalam menjaga keamanan dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Sejauh ini masih aman, namun perlu peningkatan lebih serius

karena berbagai objek wisata tidak ditemukan pengelola atau

personil yang secara kontinyu dan terorganmisir dalam
mempertangungjawabkan tempat-tempat wisata (WMI, 2014)”.
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Objek wisata telah dikelola dengan baik oleh pemerintah,
masyarakat, dan juga pihak swasta. Pengelolaan yang baik terhadap objek
wisata mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.
Dengan demikian maka keamanan objek wisata juga terjamin sehingga
pengunjung merasa puas dan nyaman. Pengunjung yang merasa puas
diharapkan akan melakukan kunjungan ulang, sehingga PAD Kabupaten
bulungan turut mengalami peningkatan dari objek wisata. Selain dari segi
kemanan, masyarakat sekitar juga diberikan kesempatan untuk perperan
dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat diketahui dari
kutipan berikut.

“lya, dalam beberapa hal seperti kegiatan baik, yang tahunan

maupun kegiatan-kegiatan lain masyarakat telah dilibatkan

sebagai pelaksana aktif kegiatan-kegiatan budaya objek-objek
wisata (WM, 2014)™.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pihak
swasta telah diberikan kesempatan untuk turut berperan dalam peningkatan
pengembangan dan kemajuan objek wisata. Peran serta masyarakat
tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan objek
wisata tersebut, khususnya masyarkaat yang berada di sekitar lokasi objek
wisata. Masyarakat di sekitar objek wisata perlu diajak ikut serta untuk
mengelola objek wisata. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Di dalam pengelolaan objek wisata haruslah dikelola oleh

orang-orang yang berpengalaman tentunya dengan melibatkan
peran serta masyarakat (WM2, 2014)”.
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Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat ikut
mengelola objek wisata. Pemerintah selaku pengambil keputusan dan
penyusun kebijakan tentunya perlu dukungan penuh dari masyarakat.
Dengan mengajak masyarakat turut serta mengelola objek wisata maka
dapat dipastikan bahwa masyarakat akan mendukung pemerintah dalam
melakukan pengembangan objek wisata.

Hasil wawancara penelitian juga menunjukkan pengelolaan yang
dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Masyarakat berperan dalam
menjaga kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Namun demikian,
masyarakat berharap ada perencanaan dan anggaran dari pemerintah
sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki kerjasama yang pasti.
Kondisi ini dapat diketahui dan kutipan berikut.

“Masyarakat sebatas berperan serta harus didukung oleh

perencanaan dan anggaran yang baik dari pemerintah.

Masyarakat siap berpartisipasi jika memang semuanya terarah

dengan baik (WM2, 2014)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat
berupaya menjaga kebersihan objek wisata, menjaga keamanan dan
suasana agar tetap lestari, tidak dirusak, tertata dengan rapi, dan lain
sebagainya. Masrakat merasa perlu ada kerjasama yang baik antata
pemerintah, DPRD dengan swasta demi kemajuan dan peningkatan PAD
Kabupaten Bulungan dengan peningkatan pengelolaan objek wisata.

Masyarakat ikut merasa memiliki objek wisata tersebut. hal ini membuat

masyarakat merasa senang sebagaimana kutipan berikut.
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“Dengan adanya kesempatan atau peluang usaha, tentu
masyarakat dengan meningkatkan ekonominya dengan
berusaha di sekitar lokasi wisata dengan tetap menjaga dan
melestarikan lingkungan dan sosial budaya masyarakat sekitar
(WM2, 2014)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang
apabila diikutsertakan dalam mengelola objek wisata. Objek wisata
merupakan salah satu potensi wisata yang cukup besar di Kabupaten
Bulungan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat harus
membangun kerjasama yang baik demi peningkatan PAD Kabupaten
Bulungan. Dalam melaskanakan pengelolaan terhadap objek wisata |,
pemerintah sendiri telah melakukan perencanaan. Ada 3 perencanaan dari
pihak pemerintah, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang. Penerapan terhadap perencanaan dapat diketahui
melalui kutipan berikut.

“Ya, tentu saja tahun 2014 telah dibuat master plan air terjun

KM 18 dan di tahun 2015 melaksanakan pembuatan DED, di

tahun 2016 direncanakan pengangunan fisik dengan sarana

yang terintegrasi (WKIK, 2015)™.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa untuk sementara waktu
pemerintah daerah Kabupaten Bulungan menerapkan rencana jangka
pendek. Namun demikian, diharapkan suatu perencanaan jangka panjang.
Hal ini akan memberikan kemajuan yang lebih baik dalam pengelolaan
objek wisata. Cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam
pelaksanaan kemitraan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai

upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari

kutipan berikut.
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“Pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya,
pengembangan objek wisata tidak fokus pada salah satu objek
saja karena belum ada objek wisata yang dikelola secara
profesional. Kedepan akan dilakukan secara profesional dengan
melibatkan pihak ketiga untuk mengelola objek wisata secara
profesional (WKD, 2015)
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pihak
pemerintah akan akan menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga, baik

perorangan, kelompok masyarakat, ataupun yayasan yang nanti akan

dituangkan dalam hubungan kerja sama kemitraan pada tahun 2015.

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Sektor
Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan
Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman merupakan faktor
berpengaruh yang perlu diidentifikasi terkait dengan pengembangan sektor
pariwisata di Kabupaten Bulungan. Hal i perlu dilakukan untuk
mengenai kondisi lingkungan dan memahami strategi yang harus diambil
sesuai dengan konisi lingungan tersebut. Terkait dengan kekuatan Dinas
Pariwisata Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pengambangan
pariwisata di dapat diketahui dan kutipan berikut.
“Pertama, miat dan keinginan yang kuat untuk menjadikan
Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan wisata alam, wisata
sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari oleh stake holder
yang ada. Kedua, banyaknya objek wisata yang berdekatan satu
jalur sehingga sekali kunjungan wisata dapat sampai pada
beberapa objek wisata. Ketiga, kondisi objek wisata yang
mempunyai daya tarik tersendiri. Keempat, alur kunjungan
wisata setelah Pulau Derawan, Kakaban, Sangalaki, Pantai Laut

Tanah Kuning dan pusat pemerintahan Propinsi Kaltara (WKD,
2015)”.
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui faktor
pendukung dari pelaksanaan pengembangan pariwsiata di Kabupaten
Bulungan. Faktor pendukung tersebut pada dasarnya adalah besarnya
potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata alam, wisata
sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Adapun faktor yang menjadi
kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan
PAD di Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan wawancara
berikut.

“Pertama, koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang kuat.

Kedua, koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan even wisata

yang kuat. Ketiga, karakteristik objek wisata yang menjanjikan

(WKD. 2015)”.

Faktor penghambat dari pelaksanaan pengembangan pariwisata di
Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan
Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana benkut.

“Pertama, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk

pengembangan dan penataan objek wisata. Kedua, banyaknya

objek wisata yang harus mendapatkan penataan sementara
anggaran terbatas. Ketiga, belum adanya investor yang berminat
untuk berinvestasi dalam pengelolaan dan pengembangan objek

wisata (WKD, 2015)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa
faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan sektor
pariwsiata di Kabupaten Bulungan. Adapun faktor penghambat tersebut
adalah keterbatasan anggaran dan masih belum ada investor yang berminat

untuk berinvestasi di sektor pariwisata Kabupaten Bulungan. Selain faktor

penghambat, Dinas Pariwisata masith menemukan beberapa kelemahan
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yang dapat mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata sebagaimana
kutipan wawancara berikut.

“Pertama, SDM di bidang pariwisata yang terbatas. Kedua,

kurang pemahaman dan keterlibatan masyarakat di sekitar objek

wisata dalam ikut menjaga dan memelihara objek wisata.

Ketiga, infrastruktur menuju objek wisata yang belum memadai

(WKD, 2015)”.

Kutipan di atas menginformasikan bahwa pengembangan sektor
pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki kelemahan di beberapa faktor.
Faktor tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya
keterlibatan masyarakat, dan infrastruktur yang kurang memadai. Dalam
pelaksanaan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan
tentunya ada pihak yang melaukan pengawasan. Pihak tersebut adalah
Inspektorat Kabupaten Bulungan, pengawas proyek, kepala kantor, dan
masyarakat. Hal ini dapat dietahui dari kutipan wawancara berikut.

“Pertama. Inspektorat Kabupaten Bulungan jika bentuknya

kegiatan SKPD. Kedua, Pengawas proyek dalam pelaksanaan

kegiatan. Ketiga, Kepala Kantor dan perangkat SKPD
pariwisata yang membidangi. Keempat, masyarakat secara

keseluruhan (WKD. 2015)".

Pengawasan tersebut dimaksudkan agar pengembangan sektor
pariwisata dapat berjalan sesuai yang diharapan guna mencapai tujuannya.
Hasil dari pegembangan pariwisata di Kabupaten Bulugan dinilai cukup
baik oleh Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana kutipan wawancara
berikut.

“Cukup baik, tertatanya beberapa objek wisata andalan dalam kota

Kabupaten Bulungan sehingga layak untuk dikunjungi walaupun
penataannya belum maksimal namun terasa lebith baik
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dibandingkan sebelum dilakukan penataan di sekitar objek wisata
(WKD, 2015)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan
sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan telah berjalan dengan cukup
baik. Hal ini dapat dilihat dari tertatanya beberapa objek wisata andalan.
Walaupun penataan yang dilakukan belum maksimal, namun sudah ada
upaya yang dilakukan ke arah pencapaian tujuan yang optimal dalam
pengembangan sektor pariwisata.

3. Kondisi Infrastruktur bagi Pengembangan Objek Wisata di
Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan

Sampai dengan saat ini, infrastruktur masih menjadi prioritas utama
dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan. Pembangunan
infrastruktur di  Kabupaten Bulungan diarahkan untuk memperkuat
promosi wisata. Namun deikian, sampai saat ini perlu menjadi catatan
bahwa infrastruktur di berbagai objek wisata masih belum memadai. Hal
ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Pertama, SDM di bidang pariwisata yang terbatas. Kedua,

kurang pemahaman dan keterlibatan masyarakat di sekitar objek

wisata dalam ikut menjaga dan memehhara objek wisata.

Ketiga, infrastruktur menuju objek wisata yang belum memadai

(WKD. 2015)™.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa infrastruktur pariwisata di
Kabupaten Bulungan belum memadai. Sampat dengan saat ini,

pembangunan objek wisata di Kabpaten Bulungan masih sangat terbatas.

Dalam wawancara yang diaukan peneliti pthak swasta menginformasikan
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bahwa fasilitas dan infrastruktur pada objek wisata tidak memenuhi
harapan dan fungsi bangunan.

Pembangunan infrasturkturuntuk mendukung pengembangan objek
wisata seharusnya menjadi perhatian oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulungan. Di dalam pengembangan suatu wilayah, infrastruktur memiliki
peran sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial di dalam tatanan
kehidupan manusia dengan lingkungan alam. Pembangunan infrastruktur
merupakan suatu strategi dalam penyediaan sarana dan prasarana. Peran
infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah, tetapi
juga pada bidang kepariwisataan. Infrastruktur berperan sangat- penting
dalam mendorong kualitas wisata itu sendiri serta pada lingkungan
sekitarmya.

C. Pembahasan

Sampai dengan saat ini belum ada program pengembangan sektor
pariwisata yang jelas dan terencana yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan
objek wisata. Hal imi disebabkan belum ada regulasi yang mengatur tentang
pengelolaan sektor pariwisata saat ini di Kabupaten Bulungan. Pada masa yang
akan datang, pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata akan menyusun suatu
regulasi atau peraturan untuk pengelolaan yang diserahkan ke pihak ketiga
ecara lebih profesional. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pengaturan terhadap
pelaksanaan pengelolaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tidak dapat berjalan dengan

baik.
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Sampai dengan saat ini, Dinas Pariwsiata Kabupaten Bulungan telah
melakukan upaya untuk memasarkan dan mempromosikan objek wisata.
Pemasaran ataupun promosi objek wisata pasti dilakukan. Hal ini disebabkan
karena pemerintah sudah melakukan promosi objek wisata baik melalui leaflet,
brosur, maupun pameran-pameran yang diikuti. Namun demikian, saat ini
objek wisata tidak dapat menarik retribusi masuk ke objek wisata, Tidak
adanya retribusi ini disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur
tentang penarikan retribusi tersebut.

Berdasarkan kondisi mengenai pengelolaan objek wisata di Kabupaten
Bulungan maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan objek wisata belum
berhasil meningkatkan PAD. Kondisi in1 terjadi karena belum adanya peraturan
untuk menarik retribusi objek wisata tersebut. Namun demikian, pemasaran
yang dilakukan sudah cukup baik. Pada dasamya, objek wisata di Kabupaten
Bulungan memiliki potensi vang sangat besar dalam meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan. Salah satu objek wisata yang memiliki potensi wisata
yang uku besar adalah Gunung Putih. Gunng Putih adalah wisata alam gunung
kapur yang berwarna putith. mempunyai keindahan yang alami dengan
memiliki relief-relief seperti pahatan seorang seniman di gunung kapur.
mempunyai panorama alam yang indah dan menakjubkan. Pada objek wisata
ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan
memanjat relief-relief itu sampai ke puncak gunung. Pengunjung juga dapat

naik dengan anak tangga yang tersedia di sana. Pemandangan alam di puncak
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sangat eksotis. Pengelolaan yang baik dan regulasi yang benar terhadap
pengelolaan objek wisata ini akan meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan.

Seharusnya Kabupaten Bulungan mampu menjadi daerah tujuan wisata
yang sangat bberpotensi. Hal ini disebabkan banyaknya objek wisata pada
daerah ini, baik wisata alam dan juga wisata budaya. Daya tarik wisata yang
dapat dimanfaatkan untuk meingkatkan kunjungan wisata terutama berkaitan
dengan Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah kerajaan pertama.
Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari
beberapa daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau (Sabah
sekarang). Kesultanan Bulungan didirikan pada tahun 1731. Raja pertama
adalah Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin (1731-1777), dan Raja
yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana
Muhammad Djalalluddin (1931-1958). Awalnya negeri Bulungan merupakan
bekas daerah milik “negara Berau™ yang telah memisahkan din sehingga dalam
perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC-Belanda dianggap sebagai bagian
dari “negara Berau™ (Berau bekas vazal Banjar). Namun kenyataannya sampai
tahun 1850, wilayah Bulungan berada di bawah dominasi Kesultanan Sulu.
Sejarah ini tentunya memiliki nilai tambah dan daya tarik yang besar bagi
pariwisata Kabupaten Bulungan.

Pada dasarmmya, Dinas Pariwsiata Kabupaten Bulungan telah melakukan
berbagai upaya dalam pegembangan pariwisata. Namun demikian, pelaksanaan

pengebangan pariwsiata tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Dalam
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pelaksanaannya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan belum

difokuskan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat

diketahui dari belum adanya program pengembangan yang berkaitan dengan
upaya meningkatkan PAD.

Sebagaimana pada teori yang telah dikemukakan pada Bab II sebelumnya
telah dijelaskan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga
disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

e. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame
dan lain-lain.

f. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi
pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.

g. Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan
air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak
ketiga, dan lain-lain.

h. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang
milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 sumber PAD. Diantara
keempat sumber tersebut, terdapat 2 sumber PAD yang berhubungan secara
langsung dengan sektor pariwisata, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.
Sampa dengan saat ini, kedua sumber tersebut belum memiliki kaitan secara

langsung dengan pariwisata Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, untuk masa
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yang akan datang perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan agar lebih difokuskan pada

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut.

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini belum
memiliki  program  pengembangan wisata yang rinci. Dalam
pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah
melakukan pemasaran dan promosi terhadap objek wista. Akan tetapi,
belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek
wisata kepada pada saat ini di Kabupaten Bulungan. Selain itu, belum ada
regulasi yang jelas mengenai retribusi objek wisata sehingga objek wisata
belum dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten
Bulungan. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat di
sekitar objek wisata. Kerjasama 1ni1 dilakukan dengan melibatkan
masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan
sekitar objek wisata. Langkah ini merupakan upaya pemerintah agar
masyarakat menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek
wisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata mengajak
masyarakat sekitarnya khususnya dan masyarakat Bulungan umumnya

dapat berpartisipasi demi pengembangan dan keamanan obyek wisata. Hal
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ini membuat masyarakat merasa senang karena ikut merasa memiliki objek
wisata tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten
Bulungan terbagi atas faktor pendukung dan juga faktor pengambat.
Faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan
antara lain potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata
alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Adapun faktor
yang menjadi kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan adalah koordinasi antara
eksekutif dan legislatif yang kuat, koordinasi antar SKPD dalam
pelaksanaan even wisata yang kuat, dan karakteristik objek wisata yang
menjanjikan. Faktor penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten
Bulungan antara lain keterbatasan anggaran dan belum adanya investor
yang tertarik untuk membangun pariwisasta Kabupaten Bulungan.
pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki
kelemahan di beberapa faktor. Faktor tersebut adalah keterbatasan sumber
daya manusia, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan infrastruktur yang
kurang memadai.

3. Kondisi infrastruktur bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten
Bulungan masih belum memadai. Sampai dengan saat ini, belum ada pula
fasilitas-fasilitas yang dibangun pada objek wisata. Hal in1 disebabkan

adanya kendala dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pariwisata.
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Kendala antara lain muncul dari penggunaan dan status lahan yang akan
dibangun.
B. Saran
Berikut saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil yang diperoleh
melalui penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, diharapkan dapat
menyusun suatu kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan objek wisata.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menetapkan regulasi terkait
retribusi  objek wisata sehingga potensi wisata yang ada dapat
dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga diharapkan lebih
memperhatikan dan membangun infrastruktur pada objek wisata di
Kabupaten Bulungan sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk
datang dan meingkatkan jumlah kunjungan wisata.

2. Bagi pihak swasta, diharapkan ikut terlibat dalam pembangunan dan
pengelolaan objek wisata. Dalam pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan objek wisata diharapkan pihak swasta mampu melakukan
upaya seccara maksimal sehingga program pengembangan pariwisata di
Kabpaten Bulungan juga berjalan dengan baik untuk peningkatkan PAD.

3. Bagi masyarakat, diharapkan tetap menjaga partisipasi dalam meingkatkan
pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bulungan. Masayarkat dapat

membantu menciptakan suasana yang nyaman, bersih, dan aman di sekitar
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objek wisata. Hal ini perlu dilakukan agar objek wisata menjadi lebih

menarik lagi bagi pengunjung.
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Lampiran 1-Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Dinas Pariwisata)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur
pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD

Kabupaten Bulungan?

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata
sebagail upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon
jelaskan alokasi anggaran tersebut.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara

mengatasinya?

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan ash daerah di Kabupaten Bulungan?

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli dacrah di Kabupaten Bulungan?

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dar1 pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42260.pdf

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Masyarakat)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam
pengembangan objek sebagal upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bulungan?

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan
PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk perperan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD

Kabupaten Bulungan?

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Swasta)

1. Bagaimanakah proses penunjukan pihak swasta yang menjadi pengelola
objek wisata ?

2. Apakah pihak swasta bertanggung jawab mengelola fasilitas pada objek
wisata?

3. Apakah wewenang yang dimiliki pthak swasta dalam mengelola fasilitas pada
objek wisata?

4. Bagaimanakah cara pihak swasta mengoperasikan fasilitas pada objek wisata?

5. Apakah pihak swasta bertanggung jawab terhadap ketertiban pada objek
wisata?

6. Bagaimanakah cara pihak swasta memelihara ketertiban pada objek wisata?

7. Apakah lingkungan pada objek wisata tergolong tertib? Adakah masalah
ketertiban yang sering terjadi?

8. Apakah pihak swasta memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek
wisata ?

9. Bagaimanakah cara penunjukan pihak swasta yang memiliki wewenang untuk
membangun fasilitas objek wisata ?

10. Bagaimanakah fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta pada objek wisata?
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Lampiran 2-Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Dinas Pariwisata)

Informan: Kadis Pariwisata

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek

wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Setiap tahun kita memprogramkan adanya kegiatan penataan di beberapa
objek wisata andalam Kabupaten Bulungan. Dengan kegiatan tersebut,
diharapkan adanya perbaikan fasilitas objek wisata sehingga memberikan
kenyamanan bagi pengunjungnya.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan

objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Tentu kita membuatkan master plan perencanaan, penataan, dan
pengembangann objek wisata agar pembangunan dan pengembangan objek
wisata dapat terarah, fokus, dan terintegrasi dengan kegiatan sektor lainnya di
sekitar lokasi objek wisata.

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Mensinergikan perencanaan antara pihak eksekutif, legislatif, dalam hal
pembiayaan kegiatan, dengan pihak ketiga dalam hal ini para kontraktor. Juga
kita jalin komnikasi dan kita tawarkan potensi wisata yang kita miliki dengan
harapan investor akan berinvestasi di di bidang pariwisata Kabupaten
Bulungan.

4. Apakah pihak pemerintah menctapkan regulasi untuk  mengatur
pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Belum ada regulasinya karena kita belum melihat geliat wisata di Kabupaten
Bulungan. Setelah terbentuknya Kaltara in1 dan Kabpaten Bulungan, Tanjung
Selor sebagai ibukotanya bisa saja kedepannya Tanjung Selor merupakan jatur
pariwisata yang punya potensi kedepan.

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan

pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:
Tidak ada

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:
Tidak ada

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Tentu, ada setiap tahun ada program dan kegiatan yang dilakukan baik
pelaksanaan even-even wisata daerah, promosi wisata daerah ke mancanegara,
ke tingkat nasional, dan sosialisasi ke masyarakat di sekitar objek wisata.

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Melalui pelaksanaan even-even wisata daerah, melakukan pemilihan duta
wisata daerah, promosi ke media massa, elektrnik, dan brosur-brosur yang
ada.

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
lya, di struktur kita ada satu seksi yang membidangi masalah promosi dan
penyuluhan wisata. Seksi inilah yang bekerja melaksanakan tupoksinya untuk
melakukan promosi wisata dalam rangka melakukan pemasaran pariwisata
baik secara nasional maupun manca negara.

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Tentu ada hasilnya, karena dari sis promosi, objek dan potensi wisata banyak
masyarakat yang beum tau akhirnya menjadi tau terhadap potensi wwisata
yang ada di Kabupaten Bulungan.

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:

Pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya, pengembangan
objek wisata tidak fokus pada salah satu objek saja karena belum ada objek
wisata yang dikelola secara profesional. Kedepan akan dilakukan secara
profesional dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengelola objek wisata
secara profesional.

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Program penataan dan pengembangan obek wsiata yang ada di seksi objek
dansarana wisata.

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Karena masing-masing objek wisata berbeda karakteristiknya, maka tentu
berbeda juga sarana dan prasarana yanng dibutuhkan masing-masing objek
wisata.

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembagan objek wisata adalah, pertama
bupati dan oerangkat teknis di eksekutif, kedua ketua DPRD dan prangkat
komisi yang menbidangi pariwisata, pithak ketiga yang dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan proyek pengembangan objek wisata.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon
jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Anggaran yang diberikan tentu tidak mencukupi untuk mengembangkan objek
wisata karena banyaknya objek wisata yang harus mendapat perhatian untuk
diperbaiki dan dibenahi. Inilah yang menjadi tantangan dalam memperbaiki
sistem penataan dan pengembangan objek wisata.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Sangat baik dan selalu bersinergi dalam melaksanakan kegiatan even-even
wisata.

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:

Pertama, niat dan keinginan yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Bulungan
sebaai daerah tujuan wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata
bahari oleh stake holder yang ada. Kedua, banyaknya objek wisata yang
berdekatan satu jalur sehingga sekali kunjungan wisata dapat sampai pada
beberapa objek wisata. Ketiga, kondisi objek wisata yang mempunyai daya
tarik tersendiri. Keempat, alur kunjungan wisata setelah Pulau Derawan,
Kakaban, Sangalaki, Pantai Lat Tanah Kuning dan pusat emerintahan Propinsi
Kaltara.

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara
mengatasinya?

Jawaban:

Pertama, terbatasanya anggaran yang tersedia untuk pengembangan dan
penataan objek wisata. Kedua, banyaknya objek wisata yang harus
mendapatkan penataan sementara anggaran terbatas. Ketiga, belum adanya
investor yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan dan
pengembangan objek wisata.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pertama, koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang kuat. Kedua,
koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan even wisata yang kuat. Ketiga,
karakteristik objek wisata yang menjanjikan.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pertama, SDM di bidang pariwisata yang terbatas. Kedua, kurang pemahaman
dan keterlibatan masyarakat di sekitar objek wisata dalam ikut menjaga dan
memelihara objek wisata. Ketiga, infrastruktur menuju objek wisata yang
belum memadai.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pertama, topografi Kabupaten Bulungan sebagai jalur wisata setelah dan
Derawan, Sangalaki, Maratua Kabupaten Berau. Kedua, Tanjung Selor
sebagai ibu kota Kaltara dengan program kota baru yang modern. Ketiga,
objek wisatanya yang asri dan terjamin keasliannya.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pertama, Inspektorat Kabupaten Bulungan jika bentuknya kegiatan SKPD.
Kedua, Pengawas proyek dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, Kepala Kantor
dan perangkat SKPD pariwisata yang membidangi. Keempat, masyarakat
secara keseluruhan.

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Cukup baik, tertatanya beberapa objek wisata andalan dalam kota Kabupaten
Bulungan sehingga layak untuk dikunjungi walaupun penataannya belum
maksimal namun terasa lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan penataan
di sekitar objek wisata.

Informan: Mijuari (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek
wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Sampai saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bulungan bisa memungut retribusi.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Pemerintah melakukan perencanaan pengembangan objek wisata tahun 2015
in1, yaitu perencanaan KM 18.

3. Bagaimanakah cara pihak pemernntah melakukan perencanaan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Perencanaan pengembangan objek wisata dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Bulungan.

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
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5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
lya

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagar upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Sosialisasi dilakukan di kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

lya

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Dengan mengikuti pameran atau festival di dalam dan luar daerah.

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pengembangan objek wisata saat ini masih dalam tahap perencanaan.
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13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pemerintah kabupaten, masyarakat, dan pengusaha.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon
jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:
Belum mencukupt

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Belum terkoordinir dengan baik

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara
mengatasinya?

Jawaban:
Masyarakat tidak peduli dan tidak menjaga objek wisata yang ada. Selan itu,
belum ada Perda mengenai objek wisata.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan ash daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bulungan sangat berlimpah dan
even budaya di Kabupaten Bulungan jua banyak.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42260.pdf

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Belum terfokusnya pengembangan objek wisata.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Sumber daya alam, lalu Kabupaten Bulungan yang menjadi Ibu Kota Propinsi
Kalimantan Utara.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan
masyarakat.

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Sampai saat ini dalam tahap perencanaan DED (detailed engineering desigi)
KM 18 yang fokus dilaksanakan pada tahun ini.

Informan: Maria Erviana, SS (Kabid Kepariwisataan)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Melalui pembenahan objek wisata yang berpotens: mendatangkan kunjungan
wisatawan nusantara maupun manca negara.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Ya, tentu saja tahun 2014 telah dibuat master plan air terjun KM 18 dan di
tahun 2015 melaksanakan pembuatan DED, di tahun 2016 direncanakan
pengangunan fisik dengan sarana yang terintegrasi.
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3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Caranya dengan melakukan studi kelayakan objek wisata yang berpotensi dan
melakukan studi banding di Kota Jogja.

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Melalui Bappeda telah membuat regulasi berupa rencana induk pembangunan
pariwisata daerah (Riparda) yang berlaku tahun 2015 sampai 2030.

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagar upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Masih dalam rancangan.

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:

Regulasi melalui Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang TDUP (Tanda Datftar
Usaha Pariwisata), terdapat 13 usaha pariwisata antara lain 1jin usaha kawasan
pariwisata dan 1jin usah daya tarik wisata.

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Iya, melalui peran serta Pokdarwis untuk penyuluhan tentang sapta pesona dan
sosialisasi TDUP maupun peran serta duta wisata Kabupaten Bulungan.

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemenntah terkait pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Tatap muka, diskusi, penyuluhan intensif dengan pemilik usaha pariwisata
maupun pengelolaan objek.

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
lya, melalui pameran di dala daerah maupun luar daerah, jakarta, Jogja, Bal,
Batam.
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10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Promosi atau pemasaran sudah ukup maksimal namun perlu pembenahan
terhadap PAD terutama terkait dengan regulasi.

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata melalui pembenahan objek wisata Gunung
Putih dan Objek Wisata Pantai Tanah Kuning Tahun 2013 dan di tahun 2014
pembenahan makam bersejarah, pembuatan DED.

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban: :

Tempat parkir yang cukup luas, toilet cukup bersih, tersedia pos penjagaan
dengan portal serta sarana ibadah di objek wisata.

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pemerintah daerah, pihak swasta, peran serta masyarakat melalui Pokdarwis.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon
jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dalam membangun yan terintegrasi
dibutuhkan dana yang maksimal sehingga objek wisata tersebut dapat menjadi
iconn untuk meningkatkan PAD.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:

Suatu objek wisata yang aka dibangun atau dikenbangkan tidak dapat dikelola
sendiri oleh Dinas Pariwisata, diperlukan kerjasama dengan dinas lain, seperti
PU untuk dalan masuk objek wisat, BLH untuk studi kelayakan lingkungan,
dan Bappeda untuk perencanaannya.

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Adanya Pokdarwis di masing-masing kecamatan dengan melalui penyuluhan
Sapta Pesona.

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara
mengatasinya?

Jawaban:

Faktor peenghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat ikut berperan
serta dalam mensukseskan pengembangan objek wisata. Contohnya, tersedia
Sapta Pesona di lokasi objek namun masyarakat membuang sampah
sembarangan.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Keragaman objek wisata, contohnya objek wisata alam. budaya, sejarah.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Minimnya dana yang tersedia di dalam pengembangan objek wisata.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Peluangnya telah menjadi Ibu Kota Kaltara yang memungkinkan masyarakat
luas mengenal Kaltara maupun objek wisatanya.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:
Pemerintah daerah serta Pokdarwis merupakan mitra pemerintah,

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Objek wisata Kabupaten Bulungan telah cukup dikenal oleh masyarakat lokal
mmapun masyarakat luar.

Informan: Ary Refaldi, S.IP (Kasi Promosi Pariwisata)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Tahun 2013 pengembangan obwis makam keramat Magribi dan Datu adil,
Gunung Putih, Pantai Tanah Kuning, Batu Tumpuk, tahun 2014 tidak ada.
Promosi pariwisata dilakukan melalui pameran, leaflet, website, blogger.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Ya, melalui konsultan perencanaan.

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Suvey lokasi dengan kontraktor perencanaan.

4. Apakah pihak pemerintah  menetapkan regulasi untuk mengatur
pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Belum tercover penarikan retribusi.

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Perda Nomor 8 Tahun 2011

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:
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Regulasi belum ada sehingga tidak dapat dikata berjalan maupun ditaati.

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Ada, pengembangan SDM elalui pembentukan kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis), sosialsiasi Perda TDUP Nomor 7 Tahun 2014 di 3 kecamatan.

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Sosialisasi pembentukan Pokdarwis dilakukan di 10 kecamatan dan sosialisasi
TDUP di 3 kecamatan.

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
lya, melalui pameran, leaflet, website, blogger.

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek
wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Berhasil

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Membenahi objek wisata sehingga Jayak untuk dikunjungi. Gunung Putih di
Palas, Tanah Kuning di Timur, Batu Tumpuk di Utara pad atahun 2013.

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata. Tahun 2015, makam keramat dan Datu Adil Desa
Salimbatu.

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek

wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
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Sarana bermain anak, sarana tempat ibadah, pendopo, dan toilet.

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Bappeda, Pokdarwis, DPU.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon
jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Tidak mencukupi, makam keramat menghabiskan dana 98 juta hanya merehap
kayu-kayu rusak, seharusnya makam dapat direhab total dengan biaya kurang
lebih 350 juta. KM 18 merupakan program yang diprioritaskan dari
anggarannya sekitar 80 milyar. Pada tahun 2014, Bappeda telah membuat
master plan Air terjun KM 18 dan tahun 2014 pariwisata membuat DED
pelaksanaan pada tahun 2015.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Sangat bagus dan saling mendukung, contohnya dalam pengembangan KM
18.

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Faktor pendukung dari masyarakat, SKPD terkait, swasta, dan terutama Dana
Alokasi Pengembangan.

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya
untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara
mengatasinya’

Jawaban:
Masalah lahan, dana alokasi, dan masyarakat setempat.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan ash daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Keindahan objek wisata tersebut, keanekaragaman objek wisata yang dimiliki,
dan SDM pada dinas terkait.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
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Tidak semua masyarakat mempunyai pemikiran untuk memajukan
kepariwisataan, mereka masih memikirkan keuntungan atau profit. Letak
geografis obwis tersebut maupun Kabupaten Bulungan tersebut.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pegembangan sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Objek wisata masih alami untuk dikembangan. Keanekaragaman budaya lokal
dan keanekaragaman suku.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pegembangan sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Pokdarwis, SKPD mengangkat tenaga kebersihan dan duta wisata sebagai
partner pemerintah dalam mempromosikan obwis.

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
SKPD terkait telah melakukan berbagai macam pembenahan, pemugaran,
tetapi meningkatkan PAD secara langsung masih belum terasa, tetapi melalui
mitra pariwisata seperti hotel dan rumah makan sudah memberikan
sumbangsih ke PAD.

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Masyarakat)
Informan: Masyarakat 1|

26. Apakah masyarakat sekitar menyetuyjui pemanfaatan lahan dalam
pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bulungan?

Jawaban:

Setuju, asalkan dalam pengebangan pariwisata degan pemanfaatan lahan
tesebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan artikata,
penggantian lahan masyarakat juga sesuai bila pengembangan dilakukan pada
lahan yang dimiliki oleh masyarakat.
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27. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, sosialisasi program pengembangan wisata kepada masyarakat.
Kedua, penggantian bagi lahan masyarakat yang menjadi tempat wisata yang
sesuai. Ketiga, memberdayakan masyarakat setempat berperan aktif dalam
mensukseskan pengembangan wisata di daerahnya.

28. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Masyarakat mendukung selagi program bermanfaat juga bagi masyarakat
sekitar.

29. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Tentu

30. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Upaya ikut menjaga dan melestarikan.

31. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan
PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?
Jawaban:
Sejauh ini masih aman, namun perlu peningkatan lebih serius karena berbagai
objek wisata tidak ditemukan pengelola atau personil yang secara kontinyu
dan terorganisir dalam mempertangungjawabkan tempat-tempat wisata.

32. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk perperan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, dalam beberapa hal seperti kegiatan baik, yang tahunan maupun kegiatan-
kegiatan lain masyarakat telah dilibatkan sebagai pelaksana aktif kegiatan-
kegiatan budaya objek-objek wisata.

33. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk

meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
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Belum, sampai saat ini objek wisata di Kabupaten Bulungan tidak pernah
sepenuhnya dikelola oleh masyarakat langsung, tetapi bekerjasama atau
diorganisir di bawah dinas.

34. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

35. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
lya, tentu senang

Informan: Masyarakat 2 (Samsir, Pengelola Objek Wisata Gunung Putih)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam
pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bulungan?

Jawaban:
Sangat setuju untuk dimanfaatkannya lahan sebagail pengembangan objek
wisata.

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Pemberian kompensasi lahan dan pembinaan keterampilan masyarakat.

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Masyarakat merasa senang.

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Y a, turut membantu menjaga keamanan.

5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Menjaga sarana pendukung objek wisata agar tidak rusak dan hilang.
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6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan
PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?
Jawaban:
Ya, tergolong aman.

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk perperan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Mendapat kesempatan

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Ya, masyarakat juga ikut mengelola objek wisata.

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Selama ini, pengelolaan oleh masyarakat kurang maksimal karena kurangnya
anggaran operasional.

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Senang sekali bila diberi kesempatan

Informan: Masyarakat 3 (Sutrisno, Tokoh Masyarakat, Kades Gunung Putih)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam
pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bulungan?

Jawaban:

Pada prinsipnya, masyarakat setuju dengan adanya upaya pengembangan
objek wisata di Kabupaten Bulungan, karena antara lain dapat meningkatkan
ekonomi masyarakat.

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Jelas peruntukannya, jelas anggaran, jelas tujuannya serta bersifat
berkelanjutan, artinya pengembangan objek wisata terus menerus
dikembangkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42260.pdf

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masyarakat secara umum tidak merasa terganggu dengan adanya
pengembangan objek wisata, justru masyarakat berharap objek-objek wisata
dapat digali lagi lebih banyak karena masyarkat sangat membutuhkan objek
wisata sebagai sarana berlibur yang baik.

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Masyarakan akan turut serta menjaga keamanan di sekitar objek wisata jika
memang itu diperlukan, namun kami berharap agar di dalam perencanaannya
nantu juga pemerintah berpikir sampai dengan tingkat peran serta masyarakat.

5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Bentuk peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan adalah bila
pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat
merasa memiliki objek wisata.

6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan
PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?
Jawaban:
Kegiatan pembangunan haruslah berwawasan lingkungan. Artinya objek-
objek wisata yang dibangun harus memanfaatkan sumber-sumber daya alam
yang ada dan melestarikannya.

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk perperan dalam
pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Harus, masyarakat di sekitar arus dibernikan kesempatan untuk berperan
sehingga pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Di dalam pengelolaan objek wisata haruslah dikelola oleh orang-orang yang
berpengalaman tentunya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
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Jawaban:

Masyarakat sebatas berperan serta harus didukung oleh perencanaan dan
anggaran yang baik dari pemerintah. Masyarakat siap berpartisipasi jika
memang semuanya terarah dengan baik.

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola

objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Dengan adanya kesempatan atau peluang usaha, tentu masyarakat dengan
meningkatkan ekonominya dengan berusaha di sekitar lokasi wisata dengan
tetap menjaga dan melestarikan lingkungan dan sosial budaya masyarakat
sekitar.

Informan: Masyarakat 3 (Mualim S.Sos.)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam
pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bulungan?

Jawaban:
Saya pikir masyarakat akan setuju ketika itu diberikan ganti rugi yang sesuai
dengan nilai sebanding harga tanah sekarang (bukan NJOP)

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagal upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuktikan sejak dini bahwa
objek wisata tersebut dirasa memberikan manfaat sckitar, kemudian
pengelolaan yang sungguh-sunguh.

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan
pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Ketika pengelolaanya tidak sungguh-sungguh, justru bukan saja merasa
terganggu, tetapi akan menimbulkan masalah sosial baru.

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata
sebagal upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Kalau zaman sekarang ini, jangankan menjaga sepertinya sulit, terkadang,
kadang oknum justru mencari kesempatan pada objek tersebut, tetapi bila darn
berbagai elemen pemerintah bersama-sama tentu masyarakat akan melihat,
yang akhirnya mendukung.
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5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Sementara, upaya masyarakat tidak ada. Justru merusak apa yang ada, tetapi
jika disitu pengelolaannya lengkap, yang akhirmya berdampak kepada
masyarakat langsung, tentu masyarakat akan merasa memiliki.

6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan
PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?
Jawaban:
Sementara tidak aman, jika pengeolaannya masih begitu-begitu saja.

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk perperan dalam
pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD
Kabupaten Bulungan?

Jawaban:
Menurut saya perlu diberikan, umpamanya tanahnya sudah diganti untung,
kalau mereka bisa eksis, kan ini keberhasilan untuk meningkatkan ekonomi.

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Kalau ikut mengelola tentu tidak, tetapi kalau bisa meyerap tenaga kerja
ssekitar (lokal) kenapa tidak?

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata
sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:
Dalam bentuk sebagai karyawan tetap, sesuai skill yang dimiliki.

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola
objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
Jawaban:

Ketika masyarakat dirasa memberikan nilai tambah ekonomi buat masyarakat
tidak perlu ditanya dengan sendirinya. SMS dan lain-lain tersampaikan ucapan
terimakasth.

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Swasta)

Informan: Swasta 1 (Samsir, Pengelola Gunung Putih)

36. Bagaimanakah proses penunjukan pihak swasta yang menjadi pengelola objek
wisata ?
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Jawaban:
Dibentuknya badan pengelola objek wisata oleh sekelompok kecil masyarakat
atau swasta yang disetujui oleh pemerintah kecamatan.

37. Apakah pihak swasta bertanggung jawab mengelola fasilitas pada objek
wisata?
Jawaban:
Kadang-kadang

38. Apakah wewenang yang dimiliki pihak swasta dalam mengelola fasilitas pada
objek wisata?
Jawaban:
Mengamankan, mengelola, dan melestarikan, serta mempromosikan
keunggulan objek wisata tersebut.

39. Bagaimanakah cara pihak swasta mengoperasikan fasilitas pada objek wisata?
Jawaban:
Berdasarkan pengalaman dan keahlian.

40. Apakah pihak swasta bertanggung jawab terhadap ketertiban pada objek
wisata?
Jawaban:
Ya, bertanggung jawab

41. Bagaimanakah cara pihak swasta memelihara ketertiban pada objek wisata?
Jawaban:
Berkomunikasi dengan berbagai pthak.

42. Apakah lingkungan pada objek wisata tergolong tertib? Adakah masalah
ketertiban yang sering terjadi?
Jawaban:
Kadang-kadang

43, Apakah pihak swasta memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek
wisata ?
Jawaban:
Mendapat kewenangan, namun terbatas.

44, Bagaimanakah cara penunjukan pihak swasta yang memiliki wewenang untuk
membangun fasilitas objek wisata ?
Jawaban:
Melalui lelang proyek dan sejenisnya.

45. Bagaimanakah fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta pada objek wisata?

Jawaban:
Terkadang tidak memenuhi harapan dan fungsi bangunan.
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Informan: Swasta 2

1. Bagaimanakah proses penunjukan pihak swasta yang menjadi pengelola objek
wisata ?
Jawaban:
Penunjukan melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa melalui Dinas
Pariwisata. Bekerja sesuai kontrak di tahun anggaran yang sesuai tapi tidak
mengelola, kegiatan peningkatan sarana saja.

2. Apakah pihak swasta bertanggung jawab mengelola fasilitas pada objek
wisata?
Jawaban:
Iya, tentu bertanggungjawab

3. Apakah wewenang yang dimiliki pihak swasta dalam mengelola fasilitas pada
objek wisata?
Jawaban:
Tidak ada kewenangan dalam pengelolaan.

4. Bagaimanakah cara pihak swasta mengoperasikan fasilitas pada objek wisata?
Jawaban:
Tidak ada pihak swasta yang mengelola dan mebgoperasikan fasilitas pada
objek wisata.

5. Apakah pihak swasta bertanggung jawab terhadap ketertiban pada objek
wisata?
Jawaban:
Iya, apabila dalam masa kontrak atau masa kegiatan berlangsung sesual
kontrak.

6. Bagaimanakah cara pihak swasta memelihara ketertiban pada objek wisata?
Jawaban:
Memastikan keamanan dan kelancaran distribusi bahan dan kenyamanan
pengunjung di masa kegiatan berlangsung,.

7. Apakah lingkungan pada objek wisata tergolong tertib? Adakah masalah
ketertiban yang sering terjadi?
Jawaban:
Sebenarnya, di beberapa tempat lingkungan wisata tidak tertib karena
pengeolaan tidak ditangani serius.

8. Apakah pihak swasta memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek
wisata ?
Jawaban:
Iya, seharusnya swasta memiliki kewenangan.
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9. Bagaimanakah cara penunjukan pihak swasta yang memiliki wewenang untuk
membangun fasilitas objek wisata ?
Jawaban:

10. Bagaimanakabh fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta pada objek wisata?
Jawaban:
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Lampiran 3-Profil Kabupaten Bulungan

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

2.1.1. Geografis

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara Propinsi
Kalimantan Timur mempunyai luas 18.010,50 km2 terletak antara 116°04'41" sampai
dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten
Bulungan berkurang menjadi luas daratan 14.193,170 Km? dan luas perairan 2.391,130
Km2-

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung,
Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan Kabupaten Berau dan
Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar
dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung
dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan
sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah
Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah

Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.
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Nama DAS Luas (Ha) Debit(M3/Dtk)
DAS KAYAN 1.129.717 1.937,57
DAS SEKATAK 198.212 3710

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

2.1.2 Administrasi

Kabupaten Bulungan terbagi atas 10 kecamatan, dengan, kecamatan terluas yaitu

Kecamatan Peso dengan luas 3.142,79 Km? atau 23,84 % dari luas Kabupaten Bulungan

secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki fuas terkecil adalah Kecamatan

Bunyu dengan luas 198,32 Km? atau sekitar 1,50 % dari luas Kabupaten Bulungan. Dilihat

dari jumlah desa /kelurahan yang ada, Kecamatan Sekatak memiliki jumlah desa terbanyak

yaitu sebanyak 22 Desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit

adalah Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas Tengah sebanyak 2 Desa.

Posisi Kabupaten Bulungan berbatasan langsung 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana

Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Berau, serta secara administrasi wilayahnya

berbatasan dengan :

Batas Wilayah :

e  Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung

e  Sebelah Timur
e  Sebelah Selatan
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e  Sebelah Barat - Kabupaten Tana Tidung

Tabel 2.2

Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah kelurahan

1 Jumlah Luas
Kelurahan/
No Kecamatan
Desa Km2 (%) thd Total
1 | Peso 10 3142,79 22,22
2| Peso Hilir 6 | 163971 11,59
3 [T Paes | 9 1755.74 12,41
"4 17g.Palas Barat 5 ] 106451 | 753
5 |Tg PalasUtara 6 T se34 570
6 [ TgPalasTimur | 8 | 163902 | 1159
7 |TanungSelr | 9 | 127781 [ 903 |
8 |TgPalasTengah | 3 | 6249 | 442
""" 9 Sekatak 2 C 199398 1 1410 ‘
10 [ Bunyu ' 3 T§é?2w| BT
© Jumlah ) 81 | 1419347 | 100 ; ;
L 4 R USSR SO O

Sumber - Badan Pusat Stalistik Kabupaten Bulungan

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bulungan dan cakupan Wilayah

Kajian
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Bulungan tercatat relatif tinggi berkisar antara 83 persen sampai dengan 87 persen dengan

rata-rata selama tahun 2010 adalah 86 persen

2.2 Demografi

Tahun 2010 penduduk Kabupaten Bulungan berjumiah 112.660 jiwa. Pola persebaran

penduduk kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepdatannya adalah

berkisar antara1,38 jiwakm2 (kecamatan Peso) sampai 56,17 jiwa’km2 (kec.Bunyu). kepadatan

penduduk Kabupaten Bulungan 8,55 jiwa /km.kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah

rata-rata adalah Kecamatan Peso,Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Sekatak.

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki

masih lebih banyak dibandingkan dnegan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin.rasio jenis

kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 115,06; ini berarti bahwa setiap 100 orang

berbanding sekitar 115 laki-laki.

Tabel 2

3

Jumiah Dan Kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Nama Jumlah Penduduk TW Jumiah KK
Kecamatan Tahun 7 Tahun
2010 | 2011 2012 2013 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Peso | 4gzr | 443 | 4503 | 4ew | 4812 | qog | 1110 | 1940 | 1471 | 1202 |
PesoHilr | 3484 | 3578 | 3674 | 3773 | 3874 | 790 | 894 | 918 | 943 | 968
|
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Tg Palas 14. 029 14.406 14.794 15.192 15.601 3 241 3.601 3.698 3797 3.900
Tg. Palas 6.485 1497 1.537 1.578 1.621
5.832 5.989 6.150 6.315 1.332
Barat
Tg. Palas 9.957 2.298 2.360 2424 2.489
8 .954 9.195 9.442 9.696 2.342
Utara
Tg.Palas 9.620 2.22. 2.280 2.342 2.405
i 8 .651 8.884 9123 9.368 2.086
Timur
Tanjung 4.385 1012 | 1039 | 1067 | 1096
3.943 4.049 4158 4.270 g.271
Selor
Tg.Palas 8.370 1932 1.984 2037 2.082
7.527 7.729 7.937 8.151 1.867
Tengah
Bunyu | 11139 | 11439 | 11746 | 12062 | 12387 | p7gp | 2859 | 2936 | 3015 | 309
2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 2. 4: Ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir (Rp)
N | Anggaran 2007 2008 2009 2010 2011
)
(a] (b ) — (c) (d) (e) ("
)
Pendapata
A
n
1 | Pendapatan 52.158.566.472
L




42260.pdf

Asli Daerah | 35525.162.562 | 33.253.723.994 | 37.988.147.589 | 40.000.000.000
(PAD)
Dana
, 512.745.148.00 714.001.960.76
Perimbanga 584.353.255.00 | 587.792.205.00 | 478.764.288.00
0 1
n (Transfer) 0 0 0
Lain-Lain
149 589.599.77 141.420.708.18
Pendapatan 186.713.800.00 | 196.060.433.00
0 81.587.000.000 | 5
yang Sah 0 0
Jumlah 697.859.910.33 907.581.235.41
804320778.99 | 821.840.78558 | 600.351.288.00
Pendapatan | 2 8
4 9 0
Belanja
Belanja
, 1234174.222.0 599.638.215.72
Tidak 290504.989.88 | 355512.72184 | 40455224378
28 2
Langsung 2 4 8
—
Belanja 1016.993.185.0 | 1.163.566.001.2 | 1.284.197.786.5 1.040.978.191.0
845 447 756.21
Langsung 27 28 92 54
1
Jumiah 12341742220 | 1454.070.9911 | 16397105084 | 1250.000.000.0
1.040.978.191
Belanja 28 70 36 00
e P F\
Surplus/Defi 733.035.171.35
536.314.311.69 | 649.750212.17 | 817.869.722.84 | 649.648.712.00
st Anggaran 8
% 6 6 7 0
Tabel 2.5

Rekapitulasi Realisasi anggaran sanitasi dan belanja modal Sanitasi
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No SKPD 2007 2008 2009 2010 2011
(a) (b) (c) (d) (e) (f @
A | Pembelanjaan
DPU Sarana
1 4.757.948 3.321.400 3.001.153 1.705.455 9.687.489
Lingkungan
2 DKPP & PMK 969.897 4.975.944 5.103.585 5.246.274 6.027.317
3 | Dinas Kesehatan - 21.173
4 Bapedalda 1.642.711 23.050
5 RSUD - 1.264.374
Total Belanja Modal
6 5.727.845 9.940.055 8.127.788 6.951.729 17.000.353
Sanitasi (1 s/d 7)
Jumlah Belanja Total
7 1.234.174.222 | 1.454.070.991 | 1.639.710.508 | 1.250.000.000 | 1.040.978.191
{dalam APBD)
Proporsi Belanja
Modal Sanitasi
8 0.46 0.68 0.49 0.55 1.63
terhadap Belanja Total
(6:7x100%) J
Tabel 2.6 Data Peta Perekonomian Kabupaten/Kota untk periode 5 Tahun
No Deskripsi 2006 2007 2008 2009 2010
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(a) (b) () (d) (e) (f 9
A Pendapatan
PDRB harga Konstan (struktur
1 887 734 939 983 992 .969 1.039.197 | 1.097.723
perekonomian (Rp.) (juta)
2 Pendapatan perkapita kabupaten (Rp.) | 17.432.453 | 19.161.121 | 20.508.288 | 21.131.984 | 22.614.594
3 Upah Minimum Regional (Rp.) 844.000 878.675 906.445 964.367 1.022.324
4 Inflasi (%) 0,34 0.53 048 0,46 0,58
5 Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,83 5,89 564 4,64 563

24 Tata Ruang Wilayah

2.4.1 Maksud dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan

Pada dasarnya maksud dari Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan
adalah menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulungan
dalam upaya merealisasikan pengelolaan potensi sumber daya yang ada dalam
menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yaitu : mewujudkan peningkatan

derajat dan mutu kehidupan masyarakat melalui pembangunan wilayah agroindustri dan

pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

2.4.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan

Dalam rangka pencapaian sasaran, indikator sasaran sebagaimana

dikemukakan di atas, perlu ditetapkan terlebih dahulu arah pengembangan ekonomi
wilayah di masa depan. Arah pengembangan tersebut akan sangat menentukan
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keberhasilan pencapaian, terutama sasaran yang terkait dengan tujuan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan.

Arah pengembangan ekonomi Kabupaten Bulungan didasarkan pada potensi
dan masalah pengembangan kawasan. Secara garis besar, alternatif arah
pengembangan ekonomi Kabupaten Bulungan tahun 2010/ 2011 hingga tahun 2030/
2031 diuraikan dalam Visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan, Karakteristik
wilayah Kabupaten Bulungan, Issu strategis, dan permasalahan aktual setempat untuk
menentukan strateginya

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan meliputi :

(1) pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi Daerah;

(2) peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana
transportasi secara terpadu,

(3) perluasan areal lahan pertanian;

(4) peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan
serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;

(5) pengembangan agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal;

(6) pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan lebih optimal dan lestari.

(7) peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah
lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka
panjang;

(8) perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap  potensi daerah lain
yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional; dan

(9) pengutamaan pnnsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang
pembangunan; dan

(10) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2.4.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Strategi pembangunan wilayah Kabupaten Bulungan dibangun untuk mewujudkan
visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Bulungan untuk 20 tahun kedepan.
Strategi pembangunan wilayah kabupaten Bulungan diusahakan dengan memperhatikan
potensi, kondisi daerah, aspirasi masyarakat dan penjabaran dari Propeda Provinsi
Kalimantan Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Ada 10 strategi penataan
ruang yaitu:

(1) Strategi penataan ruang pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama

ekonomi daerah meliputi:

a. membangun industn hilir perkebunan yang berkualitas ekspor dan akses
pemasaran yang luas;

b. mengembangkan kawasan industri yang mempunyai akses terhadap kawasan
sentra produksi dan potensial lainnya;

c. membangun sentra-sentra industri perkebunan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi wilayah di sekitarnya; dan

d. menyempurnakan regulasi dan peningkatan pelayanan investasi bidang
perkebunan.

(2) Strategi penataan ruang peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan
prasarana dan sarana transportasi secara terpadu meliputi :
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a. meningkatkan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan Ibukota
Kabupaten dengan seluruh wilayah kecamatan;

b. meningkatkan dan membangun jalan yang memberkan akses pada kawasan
strategis dan kawasan sentra produksi;

c. meningkatkan sarana transportasi laut dan sungai bagi wilayah yang tidak
mempunyai akses hubungan darat antar wilayah;

d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung
pada kawasan strategis dan sentra-sentra produksi.

e. meningkatkan kapasitas serta sarana dan prasarana pelabuhan udara guna
mendukung kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan jasa di kota Tanjung
Selor;

f.  membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan;

(3) Strategi penataan ruang perluasan areal lahan pertanian meliputi;

a. meningkatkn produktivitas dan luas tanam melalui perluasan lahan pertanian
masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan petani;

b. membangun kawasan agropolitan pada wilayah pertanian potensial yang
mempunyai akses keterkaitan antar wilayah dan beronentasi pasar;

c. mendiversifikasi produk-produk pertanian unggulan daerah yang berdaya saing
melalui pengembangan teknologi tepat guna;

d. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi guna mendukung
rencana perluasan areal pertanian; dan

e. membangun jaringan tata air daerah rawa.

(4) Strategi penataan ruang peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya
hutan meliputi :

a. meningkatkan interaksi antar kawasan sentra produksi dengan menciptakan
pusat kawasan dan wilayah sekitarnya sebagai pendukungnya;

b. meningkatkan pertumbuhan wilayah secara merata melalui pengembangan
pusat-pusat kegiatan baru;

¢. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

d. memberantas praktek- praktek penebangan liar; dan

e. memulihkan Daerah Aliran Sungai kritis dengan melibatkan peran serta
masyarakat.

(5) Strategi penataan ruang pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber

daya lokal meliputi :

a. meningkatkan produksi peternakan unggulan daerah,

b. membangun infrastruktur peternakan yang mendukung kelancaran usaha,
industri pengolahan dan pemasaran;

¢. mengembangkan teknologi pengolahan hasil petemakan melalui fasifitasi sarana
dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasill peternakan; dan

d. membangun sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan.
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(6) Strategi penataan ruang pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih

optimal secara lestari meliputi:

a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir;

b. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perikanan dan aksesibilitasnya ke
sentra-sentra produksi perikanan;

c. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi
produk perikanan yang berorientasi pasar;

d. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan
dan kelautan.

(7) Strategi penataan ruang peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara
efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil
untuk jangka panjang meliputi:

a. meningkatkan upaya rehabilitasi fahan-iahan kntis dengan menggerakkan
partisipasi dan dukungan masyarakat;

b. meningkatkan kapasitas produksi listrik non fosil untuk pemenuhan kebutuhan
ekonomi dan masyarakat baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka
panjang;

c. melakukan kajian dan pengembangan terhadap potensi energi baru terbarukan
untuk dijadikan energi altemnatif. dan

d. memanfaatkan potensi sumber energi setempat untuk memenuhi kebutuhan
listrik masyarakat di pedesaan.

(8) Strategi penataan ruang perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap
potensi daerah Jain  yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan
internasional meliputi:

a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari;

b. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;

c. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;

d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata
daerah; dan

e. mengembangkan Kota Tanjung Selor dan sekitarya sebagai pusat pelayanan
serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah.

(9) Strategi penataan ruang pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
pada seluruh bidang pembangunan meliputi :
a. melaksanakan rehabilitasi dampak perusakan lingkungan akibat pemanfaatan
sumber daya alam; dan
b. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya.
menetapkan batas kawasan konservasi
d. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan
perlindungan bencana pesisir
e. mengoptimalkan fungsi hutan bakau

o

(10) Strategi penataan ruang peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan Negara meliputi:
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a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus
Pertahanan dan Keamanan,;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;

c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun
disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan

d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

2.4.4 Rencana Struktur Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Bulungan merupakan pusat-pusat kegiatan yang
saling terkait yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bulungan merupakan simpul
pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dapat terdiri atas:

(1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

(3} Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
(4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

2.4.4.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Buiungan

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota. Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) sebagaimana dimaksud dalam PP No 26 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) ditetapkan

dengan kriteria:

(1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan
ekspor-impor yang mendukung PKN;

(2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industn
dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

(3) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang

melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bulungan, sedangkan Kota Tanjung
Selor telah ditetapkan dalam PP No 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) di mana Kota Tanjung Selor ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
dengan kriteria ll/ C/ 1.
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Fungsi Kota Tanjung Selor akan ditingkatkan melalui skenario pengembangan

periode hingga 20 tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

(1) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana regional melalui
pengembangan pusat perkantoran pemerintahan kabupaten menjadi pusat
pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pusat jasa perdagangan, pusat
pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat pelayanan sosial ekonomi lainnya,
sehingga Kota Tanjung Selor dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan sekaligus
sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, budaya dan hankam. Jika ini dilakukan,
maka Kota Tanjung Selor dapat berperan seperti Samarinda, terutama sebagai lokasi
pemerintahan, distribusi dan alokasi barang-barang kebutuhan pokok.

(2) Perbaikan kualitas lingkungan fisik Kota Tanjung Selor, melalui peningkatan bidang
prasarana utititas, meliputi transportasi (darat, sungai, udara), drainase (air kotor, air

bersih, air untuk pertanian), sampah, listrk, telekomunikasi.

2.44.2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Bulungan

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) sebagaimana dimaksud dalam PP No 26 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) ditetapkan

dengan kriteria:

(1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri
dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/ atau
(2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang

melayani skala kabupaten/ beberapa kecamatan.

Dalam rangka memacu pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan
intra wilayah, maka pusat-pusat perkotaan akan dikembangkan agar mampu menjadi
simpul pemacu perkembangan bagi wilayah sekitarnya. Skenario perencanaan terdapat

beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Bulungan, yaitu

(1) Gunung Putih dan Tanjung Palas,
(2) Gunung Sari (Tanjung Selor)
3

(4
(

5

)

) Tanah Kuning (Tanjung Palas Timur)
) Karang Agung (Tanjung Palas Utara)
)

Kota Bunyu (Kecamatan Bunyu)
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Kota dan desa tersebut dipertimbangkan dengan menilai lokasi untuk peningkatan
fungsi pusat pemenntahan kabupaten, pusat-pusat ekonomi perkotaan, pusat-pusat

permukiman desa, dan pusat sentra-sentra produksi.

2.4.4.3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Bulungan
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Skenano dalam perencanaan

terdapat beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Bulungan, yaitu

1. Sekatak Buiji (Kecamatan Sekatak)
Salimbatu (Kecamatan Tanjung Palas Tengah)

2
3. Long Beluah (Kecamatan Tanjung Palas Barat)
4. Long Tungu (Kecamatan Peso Hilir)

5

Long Bia (Kecamatan Peso)

2.4.4.4 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Bulungan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman berfungsi untuk
melayani kegiatan skala antar desa. Skenario dalam perencanaan terdapat beberapa Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Bulungan, yaitu

(1) Apung, Bumi Rahayu, Tengkapak, Salimau (Kec. Tanjung Selor)
(2) Silvi Rahayu, Antal, Lubuk, Tanjung Buka, Tias (Kecamatan Tanjung Palas Tengah)

(3) Binai, Sajau Pura, Sajau, Wano Mulyo, Tanjung Agung (Kecamatan Tanjung Palas

Timur)
(4) Merapi, Mara, Longsam, Kali Keluh (Kec. Tanjung Palas Barat)
(5) Lembu, Longbang, Naahaya (Kecamatan Peso Hilir)
(6) Longbuang, Longisau, Longlian, Lepakaru, Longbalau (Kec. Peso)
(7) Antutan, Terras Nawang (Kecamatan Tanjung Palas)
(8) Pimping, Kelumbir, Rahui Rahayu, Panca Agung Ardi Mulyo, Ancam, (Kecamatan

Tanjung Palas Utara)
(9) Matandau, Bangara, Pentian, Bangkatan, Kalasiu, Paruk Keriting, Kalisawan,
Terindak, Gerising, Turung, Tenggiling (Kec. Sekatak)

(10) Bunyu Timur Dan Bunyu Selatan (Kecamatan Bunyu)

2.4.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bulungan

Rencana pembangunan sistem jaringan di Kabupaten Bulungan meliputi :
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Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi,
Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi,

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi,

oo

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air,

2.4.5.1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Jaringan jalan dengan ketentuan lebih rinci, mengenai jaringan transportasi jalan

raya pada wilayah kabupaten mengikuti ketentuan menteri pekerjaan umum tentang fungsi

jalan. Jaringan jalan di Kabupaten Bulungan terdiri atas:

(1)

Jaringan Jalan Lintas Nasional (Trans Kalimantan) yang berada di wilayah Kabupaten
Bulungan dari Tanjung Redep — Tanjung Selor — Matadau - Bangara - Bekakung —
Malinau
Jalan Kolektor Primer yaitu jalan dari Tanjung Redep -Tanjung Selor - Malinau
Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah di Kabupaten Bulungan terdiri atas
jalan dari Tanah Kuning — Tanjung Selor — Gunung Putih — Karang Agung — Sekatak
Buji
Jaringan jalan kabupaten yang terdiri atas: Jalan yang menyusur tepi sungai Kayan
dari Tanjung Selor ~ Long Beluah - Long Tungu - Naahaya — Long Bia, yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan pusat-pusat desa
Jalan khusus (jalan perkebunan, jalan pertambangan), berupa jalan yang dibangun
dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
Jalan dan jembatan, meliputi pembangunan jalan/ jembatan baru untuk membuka
kawasan tensolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi,
serfa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya,
antara lain pembangunan jalan dan jembatan (luncuran), berupa

a. Pelebaran jalan di kota Tanjung Selor dan kecamatan Tanjung Selor,

b. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Bulungan (lanjutan) di

kecamatan Tanjung Selor dan kecamatan Tanjung Palas Tengah,
¢. Pembangunan jalan di belakang Pasar Induk Tanjung Selor,
d. Pembangunan jalan simpang Tanah Kuning-Sajau Hilir,

e. Pembangunan Jembatan Pulau Payau - Tarakan.
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2.1.5.2 Rencana Pengembangan Terminal

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Bulungan didasari dengan
kemudahan tingkat pencapaian (aksesibilitas), dekat dengan pusat kegiatan, dan efektifitas
pergerakan.

Hal tersebut ditujukan agar pola sirkulasi kendaraan umum yang keluar masuk
terminal tidak terganggu, memperlancar arus lalu lintas umum, memperkecil tingkat

kerawanan kecelakaan lalu lintas serta tercipta keteraturan dan ketertiban lalu lintas.

Untuk rencana pengembangan terminal dan fasilitas perhubungan/ transportasi
perlu diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan dan dibangun sesuai dengan jenis, kelas

pelayanan. Rencana pengembangan terminal meliputi :

(1) Terminal antar kota/ kabupaten/ wilayah dalam provinsi (AKDP) berupa terminal tipe a
terletak di Km 2 Kota Tanjung Selor (Pusat Kegiatan Wilayah = PKW) sudah selesai
dibangun tahun 2006, namun pemanfaatan belum optimal

(2) Terminal wilayah kota (tipe b) direncanakan dibuat secara bertahap pada setiap Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu di Tanah Kuning, Gunung Putih, Karang Agung,
Sekatak Buji, Salimbatu, Long Beluah, Long Tungu, dan Long Bia.

(3) Terminal lokal (tipe ¢) sesuai dengan hirarki pusat kegiatan atau sub terminal kota di
setiap Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) atau di uar wilayah perkotaan

{(4) Pembangunan halte dan peningkatan sarana lalulintas di wilayah perkotaan

(5) Pembangunan pos penjagaan dan pengecatan trotoar,

(6) Pemasangan variable massage sign (VMS)
2.1.5.3 Moda Angkutan

Rencana pengembangan moda angkutan di Kabupaten Bulungan, lebih

menitikberatkan pada aspek-aspek transportasi sebagai berikut :
(1) Pemantapan peran dan fungsi terminal.

a. Mengoptimalkan fungsi terminal di KM 2 Tanjung Selor sebagai terminal
utama/ Kabupaten.

b. Peningkatan manajemen lalu lintas termasuk terminal.
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(2) Pelayanan moda untuk pergerakan intra kabupaten.

a. Pemantapan dan pengaturan rute angkutan.
b. Pengaturan operasional angkutan resmi dan  menghapus operasional

angkutan yang tidak resmi.

(3) Pelayanan moda untuk pergerakan regional.

a. Pengembangan jaringan trayek angkutan desa dari Tanjung Selor ke :

— Tanah Kuning sepanjang 86 (delapan puluh enam) kilometer;
— Long Beluah sepanjanrg 65 (enam puluh lima) kilometer;

— Long Bia sepanjang 127 (seratus dua puluh tujuh) kilometer,;
— Sekatak Buji sepanjang 106 (seratus enam) kilometer;

— Karang Agung sepanjang 50 (lima puluh) kilometer;

— Salimbatu sepanjang 30 (tiga puluh) kilometer;

— Antutan sepanjang 30 (tiga puluh) kilometer;

— Tanjung Palas sepanjang 20 (dua puluh) kilometer;

b. Penyediaan jumlah angkutan sesuai dengan kebutuhan.

c. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah,

misalnya berupa jalur bus (bus way).

2.1.5.4 Transportasi Air

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi air di Kabupaten Bulungan

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi laut.

(1) Jaringan sungai dan penyeberangan mencakup:
a. Alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan alur pelayaran sungai
yang terdepat pada wilayah Kabupaten Bulungan adalah Sungai Kayan dan
Sungai Sekatak
b. Pelabuhan sungai dan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten
Bulungan, direncanakan
— Pembangunan dermaga sungai/ pelabuhan Ferry di Ancam (Kecamatan
Tanjung Palas Utara)
— Pembangunan dermaga penyeberangan di Tanjung Palas, di Tanjung Palas
Hilir, di Salimbatu, di Antutan, di Long Tungu, dan di Bunyu,

— Pengerukan sungai Kayan.
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c. Lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah Kabupaten Bulungan adalah
— Pembangunan fender dermaga Kayan !l dan Kayan I,
— Fasilitas pergudangan

— Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu falu lintas pengairan,

(2) Sistem jaringan transportasi laut, mencakup:
a. Pelabuhan laut yang akan dibangun di Kabupaten Bulungan adalah Pelabuhan
Laut Nasional di daerah Mangkupadi Pindada.
b. Pelabuhan khusus yang perlu dibuat adalah Pelabuhan Batubara.
c. Alur pelayaran terdapat pada wilayah kabupaten dan sekitarya bertaraf
nasional, adalah Lintas Penyeberangan Sabuk Utara melalui wilayah perairan

Kabupaten Bulungan

2.1.5.5 Rencana Sistem Jaringan Energi (Listrik) Wilayah

Rencana  pengembangan sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten
Bulungan adalah rencana jaringan transmisi tenaga listrik 150 Kv, yang telah dituangkan
dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN). Jaringan transmisi tenaga listrik 150
Kv yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Bulungan ada dua jalur, yaitu

(1) Jaringan dari Tanjung Rendep -Tanjung Selor — Malinau
(2) Jaringan dari Tanjung Selor — Tarakan.
(3) Peningkatan sistem jaringan prasarana energi di samping skala besar tersebut, yang
dilakukan oleh pemerintah daerah direncanakan meliputi
a. Jaringan prasarana energi yang mencakup:
— Penjabaran janingan pipa minyak dan gas bumi, di wilayah Kabupaten
Bulungan.
- Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi
(SUTT) 150 Kv ke wilayah Keb. Bulungan.
—  Lokasi gardu induk distribusi maupun pembangkit.
b.  Program survei penggunaan energi, geologi dan pertambangan.
c. Pelayanan perizinan usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi,
serta kelistrikan.
d. Bimbingan dan penyuiuhan dalam bidang geologi, pertambangan umum,

migas dan kelistrikan.
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Rencana  pengembangan sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten

Bulungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah

(1) Pengembangan tenaga listrik (rumah tangga dan industri),
(2) Listrik perdesaan (PLN, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat),
3
(4
(
{
(

PLTA (pembangkit listrik tenaga air),

5
6
7

)
)
)
) PLTGB (pembangkit listrik tenaga gas dan batubara),
) PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)

) Energi lainnya seperti PLTMH (pembangkit listrik mikrohidro),

) PLTS (pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin) serta informasi energi dan

pemanfaatannya.

2.1.5.6 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bulungan
disesuaikan dengan kondisi wilayah.

(1) Di wilayah berbukit/ pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel dengan penutupan
wilayah blankspot,

(2) Di wilayah pulau/ kepulauan diarahkan pada penggunaan kabel bawah laut dan/ atau
sistem telekomunikasi satelit pada sistem utama.

(3) Rencana program telekomunikasi merupakan rencana program pembangunan yang
akan dilakukan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan.
Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, mefiputi

a. Meningkatkan infrastruktur pendukung pelayanan telekomunikasi, berupa
— Infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon;
- Infrastruktur telepon nirkabel (tanpa kabel) antara lain lokasi menara
telekomunikasi termasuk menara base transceiver station (BTS);

b. Jaringan telekomunikasi satelit pada wilayah terpencit.

2.1.5.7 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air Wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi:

sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku
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wilayah, sistem jaringan ingasi, sungai, danau, waduk, DAS/ wilayah sungai, dan lainnya.
Janngan sumberdaya air di Kabupaten Bulungan

(1) Rencana pembuatan sarana dan prasarana air baku nasional (SWS Strategi
Nasional) yang terletak 4 (empat) kabupaten (Bulungan, malinau, Tana Tidung, dan
Nunukan), sedangkan yang berada di Kabupaten Bulungan, terletak di Kecamatan
Sekatak bagian barat, Kecamatan Peso bagian utara, dan Kecamatan Peso hilir
bagian utara.

(2) Rencana pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan
sumberdaya air lainnya, berupa rehabilitasi kawasan kntis daerah tangkapan sungai
dan danau
a. Sungai di Kabupaten Bulungan sebanyak 48 sungai dan beberapa sungai di

pulau-pulau kecil antara lain di Pulau Bunyu, Pulau Tibi, Pulau Payau, Pulau
Baru, Pulau bus, Pulau Tudung, Pulau Mening, Pulau Mapat.

b. Daerah aliran sungai (DAS) Kayan yang sangat luas dan mendominasi wilayah
Kabupaten Bulungan, DAS Berau yang ada di kabupaten Bulungan ada di
wilayah perbatasan (Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan
Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, dan
Kecamatan Tanjung Palas Timur), DAS Sesayap di Kabupaten Bulungan di
Kecamatan Sekatak, dan terdapat 22 Sub-DAS di Kabupaten Bulungan

(3) Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan lainnya.

(4) Rencana pengendalian banjir berupa rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai tepi sungai Kayan di Tanjung Selor, di Tanjung Palas, di Kampung
Lebong-Terras Baru, di Salimbatu, di Terras Nawang, di Antutan.

(5) Rencana pembangunan infrastruktur pedesaan, berupa pembangunan sarana

prasarana air bersih pedesaan.

2.1.5.8 Rencana Sistem Jaringan Sanitasi Wilayah

Pembahaan mengenai rencana sistem jaringan sanitasi wilayah dibedakan dalam 2

pembahasan, seperti diuraikan di bawah ini.

1. Sistem Jaringan Drainase
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Keutuhan sistem janngan drainase sangat diperlukan guna kepentingan
pengaliran air, terutama fimpasan air hujan untuk mengantisipasiimenghindan
genangan. Arahan mengenai kebutuhan pengembangan janngan drainase di
Kabupaten Bulungan direncanakan dengan 2 (dua) sistem, yaitu; janngan darinase
tertutup dan janngan terbuka. Sistem janngan tertutup diarahkan pada lokasi-lokasi
yang memiliki intensitas kegiatan tinggi, seperti di pusat-pusat perkotaan, sedangkan
sistem janngan terbuka diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki intensitas
kegiatan rendah, seperti kawasan di luar pusat kota, kawasan permukiman kepadatan

rendah, kawasan pertanian dan sebagainya.

Rencana penanganan drainase di wilayah Kabupaten Bulungan drainase meliputi :

a. Pembangunan saluran drainase perdesaan;
b. Pembangunan saluran drainase perkotaan;
c. Peningkatan kualitas saluran drainase perdesaan;

d. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan; dan

e. Pemerliharaan saluran drainase makro dan mikro.

2.  Sistem Pengelolaan Sampah

Persoalan mengenai sampah merupakan persoalan yang cukup serius dihampir

semua tempat, terutama yang perkembangannya cukup pesat dari waktu ke waktu.

Rencana penanganan sampah di Kabupaten Bulungan yang diperlukan adalah
sistem pengelolaannya yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat serta
memperluas jangkauan pelayanannya, karena pada saat ini pengelolaan yang
dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan
Tanjung Selor, Tanjung Palas dan Bunyu. Untuk wilayah Kecamatan Tanjung Selor dan

Tanjung Palas penanganan sampah dikelola oleh DKPP dan PMK Kabupaten Bulungan
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sedangkan wilayah Kecamatan Bunyu dikelola oleh pihak Kecamatan Bunyu. Rencana

sistem jaringan persampahan di Kabupaten Bulungan mefiputi :

a. Pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA) meliputi :
— Kecamatan Tanjung Selor seluas 20 (dua puluh) hektar; dan
— Kecamatan Bunyu seluas 10 (sepuluh) Hektar.

b. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :

— Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas 2,5 (dua koma lima) hektar;

dan

— Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar.

2.1.6 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan
ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:
(1) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
(2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
(3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
untuk dua puluh tahun; dan

(4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2)

3) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4)

(
(2) Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
(
(

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

(1) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
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(2) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;

(3) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di
wilayah kabupaten bersangkutan;

(4) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

(5) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdin atas kawasan

lindung dan kawasan budi daya.

Rencana alokasi pemanfaatan/ peruntukan ruang Kabupaten Bulungan dapat
dikelompokkan menjadi dua kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung (non budidaya) dan

kawasan berfungsi budidaya.

(1) Kawasan berfungsi lindung (non budidaya) meliputi kawasan dengan pemanfaatan
hutan lindung, pantai berhutan bakau, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
(2) Kawasan berfungsi budidaya meliputi
a. Kawasan budidaya kehutanan (KBK). Kawasan budidaya kehutanan meliputi
pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi
konversi.
b. Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Kawasan budidaya non kehutanan
meliputi kawasan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan) kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan

industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata.

2.1.7 Rencana Kawasan Lindung

1. Rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan pada rencana pola ruang
alternatif | seluas 232.348,65 Ha. Hutan lindung terletak di bagian barat Kabupaten
Bulungan. Hutan lindung terletak di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak,
Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan
Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas
Tengah. Rencana pemantapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan
didasarkan atas pertimbangan kelayakan fisik dan penetapan pada Pola Ruang
Nasional (PP No 26 Tahun 2008) tentang Penetapan Kawasan Hutan di Propinsi
Kalimantan Timur. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan antara lain memiliki

fungsi mencegah terjadinya erosi/ bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi
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hidrologis tanah serta menjaga ketersediaan hara tanah, air tanah/ mata air, air

permukaan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

2. Rencana kawasan lindung pantai berhutan bakau (mangrove) di Kabupaten
Bulungan dalam rencana pola ruang Altematif | seluas 85.126,53 Ha. Rencana
pemantapan kawasan lindung pantai berhutan bakau di Kabupaten Bulungan ini
didasarkan atas pertimbangan hasil analisis berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun

1991 tentang Rawa.

3. Rencana kawasan lindung sempadan sungai di Kabupaten Bulungan terletak di kin
kanan seluruh jaringan sungai yang terdapat di Kabupaten Bulungan, baik sungai besar
maupun sungai kecil. Mengingat jumlah sungai yang demikian banyak dan kedalaman
rencana pada skala 1:50.000, maka tidak dilakukan penghitungan terhadap luas

kawasan sempadan sungai.

4. Rencana kawasan lindung sempadan pantai di Kabupaten Bulungan, terletak 200
meter dari batas tertinggi pasang pantai. Kawasan sempadan pantai ini terletak di
sebelah Timur, memanjang arah Utara-Selatan, serta pada pulau-pulau kecil yang
terdapat di Kabupaten Bulungan. Mengingat kedalaman rencana disajikan skala
1:50.000, maka tidak dilakukan perhitungan terhadap luas kawasan sempadan pantai.
Rencana pemantapan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bulungan, didasarkan
pertimbangan hasil analisis berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung.

2.4.8 Rencana Kawasan Budidaya

1. Rencana kawasan budidaya kehutanan (KBK) adalah
a. Rencana pengembangan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada rencana
pola ruang alternatif | seluas 261.622,93 Ha. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
berlokasi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas yang
bertujuan untuk meningkatkan produksi kayu di Kabupaten Bulungan.
b. Rencana pengembangan Kawasan Hutan Produksi (HP) pada rencana pola ruang
alternatif | seluas 328.590,88 Ha. Kawasan Hutan Produksi (HP) berlokasi di
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wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi yang bertujuan untuk
meningkatkan produksi kayu di Kabupaten Bulungan. Pengembangan Hutan
Produksi diusahakan melalui pengembangan sistem tumpang sari dengan
tanaman pertanian (agroforestry), yaitu pemanfaatan lahan pada tanaman

kehutanan dengan tanaman pertanian (buah-buahan).

2. Rencana kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) adalah

a. Rencana kebun campuran (perkebunan/ kebun/ tegalan/ ladang), merupakan
pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk pemanfaatan kebun
campuran dengan tanaman perkebunan dan tanaman pangan lahan kering
(hortikultura). Pemanfaatan kawasan ini didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan bentuk-bentuk kegiatan pertanian, baik kegiatan perkebunan,
pertanian tanaman pangan, peternakan, dan sebagainya, pada dasamya dapat
menggunakan areal yang sama, agar lebih fleksibel dan lebih memberi
kemudahan ke pihak investor untuk memilih lokasi yang sesuai untuk
pengembangan kegiatan pertaniannya.

b. Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah) merupakan kawasan
pengembangan usaha masyarakat lahan basah akan diarahkan pada desa-desa
yang berlokasi di sekitar daerah aliran sungai dan berpotensi untuk dapat dialiri
irigasi yang terdapat di Kabupaten Bulungan.

c. Rencana Kawasan Perikanan Tambak merupakan pengembangan kegiatan
perikanan payau, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas
Tengah, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

d. Rencana kawasan perkotaan (kawasan permukiman padat), di Kabupaten
Bulungan diarahkan pada pengembangan permukiman perkotaan kota yang
dapat memenuhi kebutuhan lingkungan hunian yang serasi dan selaras. Rencana
pengembangan permukiman perkotaan di Kabupaten Bulungan akan diarahkan
pada permukiman perkotaan Tanjung Selor (PKW), dan pusat-pusat perkotaan
akan dikembangkan agar mampu menjadi simpul pemacu perkembangan bagi
wilayah sekitarnya, yaitu Gunung Putih dan Tanjung Palas (PKL), Tanah Kuning
(PKL), Salimbatu (PKL), Karang Agung (PKL), Sekatak Buji (PKL), dan Bunyu
(PKL).

e. Rencana kawasan permukiman desa-kota (kawasan permukiman dengan

kepadatan sedang), merupakan pusat pelayanan kawasan (PPK) adalah kawasan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42260.pdf

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa. Permukiman dengan hunian sedang perlu perbaikan kampung dan
penataan ulanguntuk berkembang menjadi perkotaan, yaitu pengembangan
permukiman Mangkupadi ~ Binai, Sajau - Apung, Salimbatu — Karang Agung -~
Ardimulyo, Penuk Kenting — Sekatak Buji, Mara, Long Beluah, Long Tungu, dan
Long Bia. Rencana permukiman desa-kota (kawasan permukiman dengan
kepadatan sedang).

f.  Rencana kawasan permukiman pedesaan (kawasan permukiman dengan
kepadatan rendah) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar desa daerah pertanian/ lading, daya dukung lingkungan
rendah, dan permukiman hunian maksimum 50 persen.

g. Tubuh air berupa sungai-sungai besar dan rawa yang tidak masuk dalam zonasi
pola ruang wilayah di Kabupaten Bulungan. Sungai-sungai tersebut tidak hanya
panjang, namun juga lebar-lebar sehingga mempunyai luasan yang tidak sedikit.
Luas tubuh air di Kabupaten Bulungan 42.149,79 Ha

2.4.9 Institusi dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 18 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bulungan. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buiungan yang terlibat
langsung dalam pengelolaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Kesehatan, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan PMK, Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.
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